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Di dalam kasus perceraian di pengadilan, penggugat biasanya selain 
mengajukan pembagian harta bersama, atau permintaan lainnya juga mengajukan 
Hak Asuh Anak. Hak asuh anak atau disebut dengan h}ad}a>nah di dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 105, anak yang belum mumayyiz hak asuhnya berada dipihak 
ibu. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs, 
di dalam putusannya memberikan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah, 
hal ini bertentangan dengan hukum yang ada. Sehingga saya selaku penulis 
memberikan rumusan masalah di antaranya: 1. Bagaimana pertimbangan Hakim 
dalam memutuskan hak asuh anak belum mumayyiz kepada suami? 2. Bagamana 
analisis Hukum Islam terhadap putusan penetapan hak asuh anak yang belum 
mumayyiz kepada pihak suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan?  
Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi serta 
menggunakan pola deduktif yang bersifat normatif, yaitu metode yang diawali 
dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang hak asuh anak 
bersama Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan 
Anak, untuk selanjutnya diterapkan kepada yang khusus berupa putusan.  
Data yang diperoleh dari putusan Majelis Hakim terhadap permohonan hak 
asuh anak di Pengadilan Agama Gresik Nomor : 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs yang 
mana menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada suami. Setelah 
wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik memberikan 
keterangan, di dalam h}ad}a>nah kepentingan anak yang didahulukan, bahwa 
memisahkan 2 anak bersaudara justru menimbulkan mud}arat yang lebih besar, 
yaitu berdampak pada psikis dan kejiwaan. Ini sesuai dengan apa yang 
dimaksudkan di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan hadis riwayat 
Imam Ibnu Abi Syaiban “Saya melihat Rosulullah SAW sedang menyampaikan 
khotbah, maka datanglah Hasan dan Husein r.a mengenakan baju merah, berjalan 
lalu terjatuh. Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar dan mengambil 
keduanya, dan meletakkan bersamanya”. Dari situ dapat diambil kesimpulan 
bahwa Islam sangat mengedepankan kepentingan anak, sehingga ini menjadi acuan 
Majelis Hakim di dalam memberikan putusan. 
Di dalam kasus h}ad}a>nah , perlu kehati-hatian dan kecermatan, oleh karena 
itu Majelis Hakim di dalam memberikan keputusan harus melihat kondisi anak, 
karena di dalam putusannya, harus semata-mata demi kepentingan si anak, yaitu 
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A. Latar belakang  
Allah SWT telah menciptakan alam seluas ini satu sama lain saling 
berkaitan. Bumi yang kita tempati adalah salah satu bentuk ciptaan Allah 
SWT, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam makhluk. Allah SWT 
menganugerahkan jalan hidup dan kesinambungan bagi semua makhluk- 
Nya. Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya:1 
 َنوُمَلۡعَـي َلَ اَّمَِو ۡمِهِسُفَنأ ۡنِمَو ُضۡرَ
ۡ
لۡٱ ُتِبۢنُـت اَّمِ اَهَّلُك َجََٰوۡزَ
ۡ
لۡٱ َقَلَخ يِذَّلٱ َن ََٰحۡبُس٣٦ 
 Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.2 
Agar tercapai suatu kelangsungan hidup, Allah SWT menciptakan 
manusia laki-laki dan perempuan, dan menyatukannya dengan cara-Nya 
yaitu melalui suatu hubungan yang dikehendakinya.3 
Allah SWT tidak berkehendak menjadikan manusia seperti makhluk-
makhuk lain yang naluri seksualnya dibiarkan berjalan tanpa kontrol. Dan 
hubungan antar jenis dibiarkan tanpa adanya suatu aturan. Oleh    karena   itu
 
1  Thariq Kamal, Psikologi Suami Istri, (Muh. Muhaimin), (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 
12. 
2  Ibid.,13. 
3  Ibid,. 



































Allah SWT menetapkan suatu aturan yang sesuai guna memuliakan manusia. 
Allah SWT memuliakan manusia dengan cara menjadikan hubungan antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai hubungan yang agung, 
dibangun atas kerelaan keduanya yaitu dengan sebuah hubungan ikatan 
perkawinan.4 
Perkawinan berasal dari kata kawin, dalam bahasa memiliki arti 
membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 
seksual. Di dalam Islam yaitu حاكن   yang menurut bahasa berarti bersetubuh 
(wat{hi), atau saling memasukkan. Kata حاكن sendiri sering dipergunakan 
untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.5 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (2) dikatakan, “pernikahan 
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhz{a untuk mentaati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.6 
Pernikahan itu sendiri merupakan salah satu dari sekian perintah 
Allah SWT yang tertuang di dalam firman-Nya dan hadist yang disampaikan 
melalui Nabi Muhammad SAW, untuk orang-orang yang mampu. 
Perkawinan ini dianjurkan kepada seorang mukmin yang menurut hukum 
sudah mampu secara lahir dan batin. Pernikahan dapat menghindarkan  
 
4   Ibid.,13. 
5   Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jl. tamabara Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta :        
Prenada media Group, 2003), Cet-1, 7. 
6   Abdurrahman , Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:  CV Akademika Pressindo, 2010) Cet Ke-4, 
114. 



































diciptakan oleh Allah SWT memiliki naluri yang membutuhkan pemenuhan 
naluri manusiawinya.7 
Mengenai naluri manusiawi seperti tersebut di dalam ayat 14 surat 
Ali Imron:  
 ِةَّضِف
ۡ















لٱ ُنۡسُح ۥُهَدنِع ُ َّللَّٱَو ۖاَي
ۡـن ُّدلٱ ِة َٰوَـَي
ۡ
لۡٱ ُعََٰتَم َكِل ََٰذ ِِۗثَۡر
ۡ
لۡٱَو ِم ََٰع ۡـن َا ِب١٤  
 
         Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak 
dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-
lah tempat kembali yang baik (surga)”.8 
 
Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya 
setiap manusia memiliki kecenderungan terhadap seorang perempuan, ingin 
memiliki keturunan dan ingin memiliki harta.9 
Meskipun demikian, seorang yang akan menikah harus mampu, baik 
mampu secara fisik maupun finansial. Kemudian apabila seorang mukmin 
yang menurut hukum kurang mampu, baik kurang mampu dalam hal fisik 
atau finansial yang kemudian dengan menikah justru menimbulkan mudarat}, 
baik menyengsarakan istri, anak, atau bahkan dirinya sendiri, maka Islam 
mengajarkan untuk menjalankan puasa.10 Puasa disini bertujuan untuk 
menjaga diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh sh}ara’. 
 
7   Thariq Kamal, Psikologi,... (Muh. Muhaimin), 12. 
8   Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat,... 23. 
9   Ibid. 
10  Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7. 



































Terdapat tujuan perkawinan di dalam Islam, di antaranya sebagai 
berikut:11 
1. Memperoleh keturunan. 
2. Untuk menyalurkan syahwatnya melalui jalan yang dirihoi Allah 
SWT. 
3. Memelihara Agama. 
4. Membentuk keluarga atas dasar kasih dan sayang sehingga bisa jadi 
penunjang masyarakat yang tentram. 
Untuk menjalankan perintah Agama dengan menciptakan suatu 
keluarga yang sakinah mawaddah waroh}mah, (menciptakan ketenangan lahir 
dan batin) maka diperlukan terpenuhinya hak lahir dan batin antara keduanya 
(baik suami maupun istri) sehingga menimbulkan kasih dan sayang, dengan 
begitu maka tercapailah apa yang dinamakan kebahagiaan di dalam 
keluarga.12 
Berbicara mengenai keluarga yang sakinah mawaddah waroh}mah pasti 
tidak jauh dengan hak dan kewajiban suami istri. Karena mengapa, bisa 
terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah waroh}mah pasti diawali 
dengan terpenuhinya keinginan, tujuannya kedua belah pihak, baik suami 
atau istri.13 
Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-
masing, maka secara tidak langsung akan terwujud ketentraman hati, 
 
11  Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, 22. 
12  Ibid, 22. 
13  Ibid,. 



































sehingga tercapailah kebahagiaan di dalam berumah tangga.14 Di antara 
kewajiban suami istri di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai 
berikut (Pasal 77) :15 
1. “Suami istri memiki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang sakinah mawaddah waroh}mah, yang menjadi sendi dasar 
dari susunan masyarakat”. 
2. “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya”. 
3. “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikannya”. 
4. “Jika saumi istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 
mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama”.  
Secara teori kelihatannya mudah untuk membentuk keluarga yang 
sakinah mawaddah waroh}mah, yaitu dengan saling memenuhi kewajiban 
dan hak antara suami dan istri. Tetapi dalam kenyataannya di Pengadilan-
Pengadilan Agama banyak kasus perceraian, baik itu dikarenakan cerai 
gugat maupun cerai talak.16 
Problematika di dalam rumah tangga  terjadi salah satunya apabila 
ikatan batin (kasih sayang) tidak dirawat secara baik, sehingga akan 
 
14  Ibid,155. 
15  Abdurrahman , Kompilasi...,132 
16  Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Rawamangun Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2010) Cet Ke-3, 96. 



































berdampak pada rasa yang pudar antara pasangan suami istri, baik itu 
karena jenuh, bosan dan lain-lain. Bahkan rasa cinta dan kasih sayang 
antara keduanya dapat berubah menjadi suatu kebencian. Apabila rasa 
benci itu sudah muncul dantara keduanya maka yang namanya sakinah 
mawaddah waroh}mah akan hilang, hal ini berakibat pada hubungan 
keduanya atau bahkan berdampak buruk juga dengan keturunannya.17 
Apabila terdapat suatu problem rumah tangga, Islam mengajarkan 
agar memikirkan dengan baik untuk mengambil keputusan.18 Meskipun di 
dalam ajaran Islam ada suatu penyelesaian dengan perpisahan (cerai), tetapi 
perceraian itu sendiri di dalam hadis dikatakan:19 
 هاور( .ُق َلََّطَلا ِالله َلَِا ِلَلَ  َلۡا  ُُ ضَغ ـب َُ ا َلَاق . م. َص َِّللَّا َل وُسَر ََّناَرَمُع  ِن ِبا  نَع
) هححصو مكالۡاو دوادوبا 
Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan 
talak”. 
 
Di dalam Islam mengajarkan apabila terdapat suatu masalah di 
dalam keluarga, agar diselesaikan secara baik-baik, dimusyawarahkan, lalu 
apabila tidak dapat diselesaikan oleh keduanya, maka dapat diselesaikan 
melalui hakam, yaitu dengan mengutus salah satu orang yang dipercaya 
dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding 
mengenai permasalahan agar dapat diusahakan damai.20 Dalam Al-Qur’an 
dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 35: 
 
17  Ibid,. 
18  Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Rawamangun Jakarta:  
Kencana Prenada Media Group, 2010) Cet Ke-3, 96. 
19  Slamet Abidin, Fiqih Munakaat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) Cet. 1, 10. 
20  Ibid., 97. 



































  مَكَح  اُوثَع
ۡـبٱَف اَمِهِنۡيَـب َقاَقِش ۡمُتۡفِخ ۡنِإَوا  ۡن ِم  ِهِلَۡهأ  مَكَحَو ۦا  ۡن ِم  ٓاَهِلَۡهأ نِإ  ٓاَدِيُري   حََٰلۡصِإا 
 ِق ِفَوُـي   يرِبَخ ا ميِلَع َناَك ََّللَّٱ َّنِإ 
ِۗ
ٓاَمُهَـن ۡـيَـب ُ َّللَّٱ ا ٣٥  
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal”. 
 
Di dalam kondisi terdapat masalah, dan sudah tidak dapat 
didamaikan lagi, terdapat beberapa kemungkinan, di antaranya:21 
1. Tetap di dalam tali pernikahan, meskipun keduanya tidak merasa 
tentram. Seperti karena pertimbangan antara keduanya terkait 
keluarga masing-masing (kerabat dekat), atau karena pertimbangan 
anak, bila terjadi perceraian ini akan berdampak buruk terhadap 
mental seorang anak. 
2. Tetap di dalam ikatan perkawinan, tetapi sudah pisah tempat 
tinggal (pisah ranjang), bahkan suami juga sudah tidak memberikan 
nafkahnya. Istri tidak ditalak dan tidak pula diberikan nafkah, baik 
nafkah lahir maupun  nafkah batin, sehingga wanita ini menjadi 
seperti al-mu’allaqoh (benda yang digantung dengan tali), hal ini 
sangat dibenci oleh Allah, seperti di dalam firman-Nya: 
   َِت َلََف ۖۡمُتۡصَرَح ۡوَلَو ِٓءاَس ِنلٱ َۡينَب  اوُلِدۡعَـت نَأ  آوُعيِطَتۡسَت نَلَو اَهوُرَذَتَـف ِلۡيَم
ۡ
لٱ َّلُك  اوُلي
  روُفَغ َناَك ََّللَّٱ َّنَِإف  اوُقَّـتَـتَو  اوُحِلۡصُت نِإَو 
ِِۚةَقَّلَعُم
ۡ
لٱَك  ميِحَّر اا ١٢٩  
“Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 
antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 
 
21  Ibid. 



































yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 
diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
 
Ayat tersebut meskipun mebicarakan tentang orang yang 
memiliki istri lebih dari satu yang kurang berlaku adil dalam 
mencintai antara istri satu dan yang lainnya, tetapi menurut ahli 
tafsir berkesimpulan bahwa ayat tersebut juga berkaitan dengan 
seorang suami yang menelantarkan istrinya (tidak menceraikan juga 
tidak memberi nafkah).  
3. Yang ketiga terkait dengan memilih jalan mentalak istrinya, dalam 
artian mengakhiri ikatan pernikahan antara keduanya. Hal ini tidak 
menjadi masalah apabila yang menginginkan talak adalah kedua 
belah pihak, tetapi akan menjadi masalah apabila yang mengiginkan 
talak hanya salah satu pihak.22 
Apabila di dalam pernikahan telah terjadi perceraian maka akan 
terjadi akibat-akibat hukum, seperti h}ad}a>nah   (penentuan hak asuh anak), 
pembagian harta bersama, dan lainnya. Dalam pembahasan kali ini 
penulis fokus permasalahan putusan h}ad}a>nah    (hak asuh anak). Tidak 
bisa dipungkiri setiap terjadi perceraian antara suami istri yang sudah 
memiliki anak, akan menjadi problem lagi kalau kedua-keduanya 
mengajukan diri untuk mendapatkan hak asuh anak. 
 
22  Ibid,. 



































H}ad}a>nah  berasal dari kata hid}an, yang artinya lambung. Ulama 
fiqih mengartikan h}ad}a>nah, “melakukan pemeliharaan terhadap seorang 
anak yang masih kecil, dan belum bisa dikategorikan mumayyiz”, 
merawat, menjaga, mendidik baik meliputi jasmani maupun rohani.23 
H}ad}a>nah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang 
rusuk, seperti menggendong atau seperti memangku.24 Secara 
terminologi, h}ad}a>nah   yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum 
mumayyiz, atau yang kehilangan kecerdasan sehingga tidak bisa 
memenuhi kebutuhannya.25H}ad}a>nah atau bisa disebut dengan 
pemeliharaan anak adalah pemenuhan segala kebutuhan anak, kebutuhan 
disini meliputi pendidikan, biaya hidup, kesehatan dan segala kebutuhan 
yang berkaitan dengan hidup si anak. 
Jadi h}ad}a>nah  adalah pemeliharaan terhadap seorang anak yang 
masih kecil (belum bisa dikategorikan mumayyiz) atau anak yang 
kehilangan kecerdasannya, dan untuk pemeliharaannnya meliputi 
pendidikan, biaya hidup, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang 
menyangkut hidup anak tersebut. 
Berbicara masalah mumayyiz, kita perlu terlebih dahulu 
mengetahui bagaimana seseorang tersebut dikatakan mumayyiz. Syaikh 
Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin menerangkan makna mumayyiz: 
 
23  Slamet Abidin, Fiqih…, 171. 
24  Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Rawamangun Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2010) Cet Ke-3, 166. 
25  Amiur Nuruddin, Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam Indonesia, (Kencana Prenada Media  
Group, Rawang Mangun Jakarta 2004) Cet Ke-1, 293. 



































 َو َم :ُز ِيم 
لما ـَب  ن ،ُِغوُلبلا َلَِإ  اع بَس َغَل .ِباََولجا ُّدُريَو ِبَاطِلۡا ُمَه  فُـيَـف َز ِيُيُ َُهَنِلۡ  از ِيُمِ َي ُِسو
 ِفُصُوِب ُدَّيَقَـتَـي َا َّنَِّإَو ،ٍّ نِسِب ُدَّيَقَـتَـي َلَ َز ِيَمُ
لما َنِإ :ِءاَمَلُعلا ُض عَـب َلَاقَو 
Mumayyiz adalah siapa yang telah mencapai usia tujuh tahun 
hingga baligh. Dia dinamakan mumayyiz karena dia bisa 
membedakan sehingga dia faham pembicaraan kemudian merespon 
jawaban. Sebagian Ulama' menerangkan: Tamyis tidak terikat 
dengan usia tapi itu hanya terikat dengan sifat tertentu.  Asy-Syarh 
al-Mumti' Ala Zad al-Mustaqni' 2/71. 
 
Sedangkan mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan 
dalam Pasal 105 huruf (a) KHI, anak yang dikatakan mumayyiz adalah 
anak yang berusia 12 tahun.26 
Dari dua keterangan diatas terdapat perbedaan terkait usia seorang 
dikatakan mumayyiz. Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin 
menerangkan makna mumayyiz adalah anak yang berusia 7 tahun, 
sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, dikatakan mumayyiz adalah 
anak yang berusia 12 tahun. Tapi jika kita membicarakan  terkait 
mumayyiz di Indonesia maka kita terlepas dari hukum positif yang ada, 
hal ini kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam, karena memang di 
Indonesia ukuran mumayyiz diambil jalan tengah. Dilihat kondisi 
kebanyakan anak-anak seusianya (usia 12 tahun) sedikit demi sedikit bisa 
membedakan mana yang benar dan mana yang salah, juga melihat banyak 
sekali hadist-hadist terkait seseorang dikatakan mumayyiz, sehingga KHI 
mengambil jalan tengah dengan menuliskan mumayyiz adalah anak yang 
usianya sudah 12 tahun. 
 
26  Abdurrahman , Kompilasi...,138 



































Berbicara masalah h}ad}a>nah     kita perlu mengetahui terlebih dahulu 
mengenai hak h}ad}a>nah tersebut, apakah masuk hak anak, Ibu, ayah, 
ataupun semuanya. Menurut kesepakatan ‘ulama’  pengasuhan anak 
tersebut wajib, tetapi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama’, 
madzab Hanafi dan Maliki, mengatakan bahwa h}ad}a>nah   itu menjadi hak 
ibu atau anak-anak.27  
Dalam hadis yang diriwiyatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, “ada 
seorang perempuan yang bertanya kepada Rosulullah SAW, Ya Rasululah 
bahwasannya anakku ini perutkulah yang mengandunnya, asuhankulah 
yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Bapaknya mau 
mengambil dariku, maka Rasulullah bersabda; “Engkaulah yang lebih 
berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan 
lelaki lain.”28 
Diperkuat lagi dengan hadist Rasulullah, beliau mengancam orang 
yang memisahkan antara seorang anak dengan Ibunya, dalam sabdanya:  
 
 َّيَه ِن ب َرَمُع ُن ب ُدَّمَُمُ اَنَـث َّدَح ُميِهاَر ـبِإ َنََأَب ـَنأ ىَسوُم ُن ب َِّللَّا ُد يَـبُع اَنَـثَّدَح ٍّجا َليِعَ سِإ ُن ب 
 َع َةَد رُـب بَِأ  نَع َنَار  مِع ِن ب ِقيَِلط  نَع ِه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َنَعَل َلَاق ىَسوُم بَِأ  ن
 َلَوَو ِةَدِلاَو لا َ  ينَب َقَّرَـف  نَم َمَّلَسَويِخَأ َ  ينَبَو ِخَ  لۡا َ  ينَبَو اَهِده  
 
Atinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Umar 
bin Hayyaj berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin 
Musa berkata, telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Isma'il 
dari Thaliq bin Imran dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang 
 
27  Amiur Nuruddin, Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam Indonesia...,293. 
28  Ibid,. 



































memisahkan antara ibu dan anaknya, dan antara saudara dan 
saudaranya."29 
 
Di dalam hukum positif (Kompilasi Hukum Islam) dikatakan hak 
asuh anak yang belum mumayyiz hak asuhnya berada dipihak Ibunya, 
sedangkan apabila sudah mumayyiz untuk hak asuhnya ditentukan anak 
tersebut. Untuk anak yang bisa dikatakan mumayyiz disini adalah anak 
yang berusia minimal 12 tahun. Hal dicantumkan di dalam KHI bagian 
ketiga tentang akibat perceraian yaitu Pasal 105 bagaian a; anak yang 
belum mumayyiz berhak mendapatkan h}ad}a>nah  dari Ibunya.30 
Dari situ kita dapat melihat urutan tingkatan yang berhak mengasuh 
seorang anak apabila dari Ibu kandungnya sendiri dianggap tidak layak 
untuk mendapatkan hak asuh anak (h}ad}a>nah). 
Kemudian di dalam putusan Pengadilan Agama Gresik dengan 
nomor 2180/Pdt.G/2018PA.Gs tentang pelimpahan hak asuh anak yang 
belum mumayyiz kepada suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan 
anak, disitu setelah terjadi sengketa antara suami istri yang telah bercerai 
dikaruniai dua orang anak perempuan. Dalam kasus tersebut sebelum 
terjadi sengketa, anak pertama (anak I) perempuan berumur 7 tahun dan 
anak yang kedua (anak II) perempuan berusia 5.31 
 
29   Abd. Abi Muh. Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Abdul 
Hayyie, Muh Mukhlisin, Andri Wijaya, penyunting Jajang Husni Hidayat (Jakarta: Gema 
Insani, 2016), 295.  
30  Abdurrahman. kompilasi...,151 
31  Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor Pekara 2180 



































Di kemudian hari pihak laki-laki menggugat ke Pengadilan agar 
kedua anaknya tersebut hak asuhnya diberikan kepada pihaknya. Dan 
disitu Majelis Hakim mengabulkan untuk hak asuh berada dibawah 
asuhan ayah.32 Hal ini contra legem (bertentangan) dengan dengan 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, yang menyatakan bahwa hak asuh 
anak yang belum mumayyiz hak asuhnya bersama dengan ibu.33 Juga 
terdapat hadis Rosulullah, beliau bersabda bahwa 
 “  ِعَ سِإ ُن ب ُميِهاَر ـبِإ َنََأَب ـَنأ ىَسوُم ُن ب َِّللَّا ُد يَـبُع اَنَـث َّدَح ٍّجاَّيَه ِن ب َرَمُع ُن ب ُدَّمَُمُ اَنَـث َّدَح َلي
 َأ  نَع َنَار  مِع ِن ب ِقيَِلط  نَع بَِأ  نَع َةَد رُـب بِ ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َنَعَل َلَاق ىَسوُم  ِه يَلَع
 َمَّلَسَو َب َقَّرَـف  نَم  ِخَأ َ  ينَبَو ِخَ  لۡا َ  ينَبَو اَهِدَلَوَو ِةَدِلاَو لا َ  ينيه  
 
Atinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Umar 
bin Hayyaj berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin 
Musa berkata, telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Isma'il 
dari Thaliq bin Imran dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang 
memisahkan antara ibu dan anaknya, dan antara saudara dan 
saudaranya."34 
 
Di dalam putusan nomor 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs, Majelis Hakim 
memberikan hak asuh anak kepada ayah, dengan alasan bahwa sebelum 
terjadi sengketa atau gugatan terhadap hak asuh anak, anak (I) yang 
sebelumnya bersama ayah dan anak (II) bersama ibu apabila terpisah 
dengan saudaranya akan berdampak pada psikis dan kejiwaan anak, 
dengan begitu Majelis Hakim memberikan putusan dengan menyatukan 
 
32  Ibid., 
33  Abdurrahman , Kompilasi...,155 
34   Abd. Abi Muh. Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah... 295.  



































kedua anak tersebut dan melimpahkan terkait hak asuh anak kepada 
ayah.35 
Dengan begitu terdapat penetapan Majelis Hakim yang secara 
hukum kurang tepat (contra legem), seperti pertimbangan Majelis Hakim 
dalam memberikan hak asuh anak belum mumayyiz kepada suami (tidak 
sesui dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam), dan urutan yang berhak 
menjadi seorang pengasuh apabila ibu dari anak tidak mampu (pasal 156 
Kompilasi Hukum Islam).  
Hal inilah yang menarik di dalam pembahasan kali ini, 
pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan 
kasus tersebut bisa dikatakan tepat sudah sesuai dengan Hukum Islam, 
atau memang contra legem dengan hukum Islam atau hukum positif di 
Indonesia, sehingga hak asuh dari seorang anak yang belum mumayyiz 
diberikan kepada ayah (mantan suami). 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berangkat dari latar belakang yang telah sedikit dijelaskan 
diatas, dapat diambil mengenai beberapa identifikasi masalah dalam 
judul Analisis Terhadap Hukum Islam Putusan No.2180/ 
Pdt.G/2018/PA.Gs Tentang Penetapan Hak Asuh terhadap 2 Anak 
yang Belum Mumayyiz Kepada Pihak Suami, dari situ kita dapat 
 
35  Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor Pekara 2180 



































mengidentifikasikan yaitu apakah pertimbangan hakim dalam putusan 
tersebut dibenarkan oleh hukum Islam maupun hukum Positif. 
a. Hukum h}ad}a>nah  dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum 
Islam. 
b. Mengenai hak anak atau orang tua dalam perkara h}ad}a>nah    . 
c. Pertimbangan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada 
suami. 
d. Kriteria anak dikatakan mumayyiz baik dari hadist maupun 
Kompilasi Hukum Islam. 
e. Kedudukan orang yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak 
(h}ad}a>nah ) di dalam Kompilasi Hukum Islam. 
f. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim yaitu psikis dan 
kejiwaan anak kaitannya dengan Hukum Islam khususnya 
tentang h}ad}a>nah    . 
g. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif (Kompilasi Hukum 
Islam) terhadap putusan Hakim terhadap hak asuh  anak yang 
belum mumayyiz kepada suami dengan pertimbangan psikis dan 
kejiwaan anak.  
2. Batasan Masalah 
Setelah teridentifikasi beberapa masalah yang ditemukan di 
dalam putusan tersebut, selanjutnya mengenai batasan dalam 
pembahasan, dengan tujuan agar tidak melebarnya pembahasan di 



































dalam penulisan skripsi yang akan ditulis ini, dengan begitu kami 
selaku penulis memberikan batasan di antaranya sebagai berikut: 
a. Alasan atau pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh 
anak yang belum mumayyiz kepada suami di dalam putusannya. 
b. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim terhadap hak asuh  
anak yang belum mumayyiz kepada suami. 
 
C. Rumusan Masalah 
 
Untuk lebih jelasnya di dalam skripsi yang akan dituliskan kali ini, 
kami selaku penulis memberikan rumusan masalah dengan beberapa 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak 
yang belum mumayyiz kepada pihak suami? 
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan penetapan hak 
asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak suami? 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam bagian kajian pustaka ini membahas mengenai keterkaitan 
antara penelitian yang akan ditulis kali ini dengan penelitian-penelitian 
yang mungkin ada sebelumnya. Oleh karena itu, ini menjadikan suatu 
bagian yang penting dikarenakan apabila nanti ada kesamaan penelitian 
bisa dikatakan pengulangan penelitian atau pembahasan terhadap suatu 
permasalahan. Dari judul yang diambil yaitu Analisis Hukum Islam 



































Terhadap Putusan No. 2180/Pdt.G/2018/Pa.Gs tentang Penetapan Hak 
Asuh Anak Belum Mumayyiz kepada Suami dengan Pertimbangan Psikis 
dan Kejiwaan Anak, terdapat beberapa karya tulis yang berhubungan 
dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: 
Arif Hilmih Jaelani, di dalam skripsinya yang berjudul Analisis 
Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Agama Nganjuk Nomor: 
1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum 
Mumayyiz Kepada Ayah, Skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 
– Syariah/ AS Tahun 2017 ini memang secara sekilas hampir sama, tetapi 
di dalam putusan tersebut terdapat 2 orang anak dan akhirnya Hakim 
memutuskan bahwa hak asuh anak dibagikan kepada masing-masing orang 
tua.36 
Nailil Maghfiroh, di dalam skripsinya yang berjudul Studi Analisis 
Yuridis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pemberian 
h}ad}a>nah  kepada Ayah, Skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya- 
Syahriah/ AS Tahun 2016. Di dalam skripsi ini pemberian hak h}ad}a>nah     
kepada ayah disebabkan untuk menjamin kesejahteraan anak. Secara 
finansial disini pihak ibu tidak dimungkinkan untuk mendapatkan hak 
h}ad}a>nah   tersebut, hakim juga dalam memutuskan perkara ini di dasarkan 
atas kemanfaatan, kemaslahatan dan keadilan dari si Anak itu sendiri. 37 
 
36  Arrif Hilmiah Jaelani, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 
1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kpeda Ayah, 
(Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017). 
37  Nailil Maghfiroh, Studi Analisis Yuridis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya 
Terhadap Pemberian Hadhanah kepada Ayah, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 



































Syamsul Muadzib, di dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum 
Islam terhadap Pertimbangan Hakim tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak 
Dibawah Umur Kepada Suami Karena Istri Mafqud: Studi Putusan No. 
0274/Pdt.G/2016/PA. Mn. skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya- 
Syahriah/ AS Tahun 2018. Di dalam pembahasannya pihak pemohon 
(suami) dikabulkan perihal gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak 
dengan dasar pihak istri telah menelantarkan anak, hal ini di buktikan 
dengan pendidikan dan kesehatan anak yang tidak terurus, sehingga hal 
tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk memeberikan hak h}ad}a>nah     
kepada suami.38  
Dari ketiga penelitian diatas, hak asuh anak (h}ad}a>nah) diberikan 
kepada ayah dengan beberapa pertimbangan, dalam penelitiannya Arif 
Hilmi Jaelani hak asuh anak diberikan kepada suami dan istri, jadi 
diberikan kepada kedua belah pihak. Kemudian diadalam penelitiannya 
Nailil Maghfiroh hak asuh anak diberikan kepada suami dikarenakan pihak 
suami dapat menjamin kesejahteraan anak. Dan yang terakhir di dalam 
penelitiannya Syamsul Maudzib, hak asuh anak diberikan kepada suami 
dikarenakan istri menelantarkan anak, oleh karena itu demi kemaslahatan 
anak, maka hak asuh anak diberikan kepada suami. Sedangkan dalam 
penelitian yang akan diteliti ini, hak asuh anak semuanya diberikan kepada 
suami, dalam kasus ini terdapat dua orang anak yang sama-sama belum 
 
38  Syamsul Muadzib, “Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang   
Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Karena Istri Mafqud: Studi  
Puttusan No. 0274/Pdt.G/2016/PA. Mn”, (Skripsi -- UIN  Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 



































mumayyiz. Yang sebelumnya anak pertama hidup bersama ayahnya 
kemudian untuk anak yang kedua hidup bersama ibu. Dikemudian hari 
ayahnya ini menggugat agar kedua anaknya tersebut hak asuhnya berada di 
pihak ayah, kemudian akhirnya Hakim memutuskan hak asuh anak kedua-
duanya berada dipihak ayah dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan 
anak, bahwa memisahkan dua anak bersaudara akan berdampak pada psikis 
dan kejiwaan anak, Putusan Nomor No.2180/ Pdt.G/2018/PA.Gs. Jadi jelas 
berbeda mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim di dalam 
memutuskan perkara tersebut. Kemudian hal ini lah yang membedakan dari 
penelitian-penelitian sebelumnya. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Mengenai tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana yang mendasari 
Majelis Hakim di dalam memutus perkara pemberian hak asuh anak 
tersebut kepada ayah. 
2. Kemudian yang kedua untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum 
Islam terkait putusan Hakim yang memberikan hak asuh anak yang 
belum  mumayyiz kepada Ayah. Dengan begitu dapat diketahui 
antara teori dan praktek, antara membenarkan putusan hakim 
tersebut dengan pertimbangan lain atau menolak dengan 
menggunakan teori yang ada.  
 



































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
 
Berangkat dari penelitian ini, kami selaku penulis berharap dapat 
bermanfaat dalam beberepa hal, di antaranya sebagai berikut: 
1. Aspek Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 
kepada pembaca mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz bisa 
jatuh kepada ayah dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim 
yang menurut hukum dibenarkan. 
2. Aspek Praktis 
Secara Praktisi penelitian ini bisa digunakan oleh mereka yang 
berkecimbung di dunia praktisi hukum dalam memberikan 
pertimbangan putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada 
suami, dengan pertimbangan yang secara hukum dapat dibenarkan. 
 
G. Definisi Operasional 
Selanjutnya yaitu terkait definisi operasional. Dalam definisi 
operasional ini kami selaku penulis memberikan batasan terkait pengertian 
dan istilah yang digunakan di dalam penulisan kali ini.  
1. Hukum Islam, adalah suatu peraturan yang berdasar dari wahyu lalu 
dipadukan dengan dengan 4 pemikiran produk hukum, di antaranya 



































fiqih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang 
diberlakukan dan digunakan bagi umat muslim di Indonesia.39 
2. H}ad}a>nah     
a. Di dalam Hukum Islam (h}ad}a>nah) disini, adalah pemeliharaan 
terhadap seorang anak yang masih kecil (belum bisa dikategorikan 
mumayyiz) atau anak yang kehilangan kecerdasannya, untuk 
pemeliharaannnya meliputi pendidikan, biaya hidup, kesehatan dan 
kebutuhan lainnya yang menyangkut hidup anak tersebut. 
b. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf e, (h}ad}a>nah ) adalah 
“kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga 
dewasa atau mampu berdiri sendiri”.40 
3. Mumayyiz, adalah anak yang sudah bisa membedakan antara haq dan 
bathil. Di Indonesia mengambil jalan tengah dari banyaknya pendapat-
pendapat fuqoha, juga melihat keadaan anak-anak bisa membedakan 
yang benar dan salah yaitu yang usianya sudah 12 tahun. Jadi yang kita 
gunakan acuan di dalam penulisan ini yaitu usia mumayyiz di dalam 
Kompilasi Hukum Islam. 
4. Psikis dan Kejiwaan Anak 
Psikis memiliki arti sama dengan psikologis, secara luas 
psikologi sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan 
 
39   Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (PT. Raja Grafindo persada, Jakarta 1997) Cet ke-
2., 9. 
40   Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010),   
113. 



































mental. Sedangkan psikologi anak sendiri merupakan bagian dari 
cabang ilmu psikologi lainnya, yaitu psikologi perkembangan yang 
mempelajari pertumbuhan manusia semenjak lahir sampai menjadi 
dewasa. Psikologi perkembangan sendiri mempelajari bagaimana dan 
mengapa manusia berubah dalam setiap tahapan hidupnya. Kemudian 
psikologi mengandung kata psyche yang dalam bahasa yunani berati 
jiwa. sehingga istilah ilmu jiwa merupakan terjemahan dari psikologi 
itu sendiri.  
 
H. Metode Penelitian 
1. Data yang Dikumpulkan 
Data yang kami kumpulkan terkait dengan hak asuh anak 
(h}ad}a>nah) belum mumayyiz yang diberikan kepada suami dengan 
pertimbangan psikis dan kejiwaan anak, adalah berupa putusan oleh 
Pengadilan Agama Gresik Nomor 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs.  
2. Sumber Data 
Berkaitan dengan penelitian kali ini, kami selaku penulis 
menggunakan beberapa sumber yaitu, sumber data primer dan sumber 
data skunder. 
a. Sumber Data Primer 
Yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan 
hukum tersebut terdiri atas:41 
 
41  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika Jakarta, 2015) Cet Ke-5, 47. 



































1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik. 
a) Drs. Akhmad Baihaqi. 
b) Drs. AH. Fudloli, M.H. 
c) Dr. H. Sofyan Zefri, S.HI, M.H., MSI. 
2) Peraturan terkait dengan h}ad}a>nah. 
3) Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan, 
seperti kajian akademik tentang rancangan pembuatan 
perundang-undangan. 
4) Putusan Majelis Hakim. 
Kemudian di dalam penelitian ini data primernya berupa 
putusan hakim dengan nomor perkara 2180/ Pdt.G/ 2018/ 
PA.Gs tentang penetapan hak asuh anak yang belum 
mumayyiz kepada suami dengan pertimbangan psikis dan 
kejiwaan anak di Pengadilan Agama Gresik. 
b. Sumber Data Sekunder 
Yaitu berupa publikasi terkait dengan hukum yang 
merupakan dokumen resmi, yang terdiri atas buku-buku terkait 
dengan permasalah hukum seperti skripsi, tesis, jurnal, ataupun 
komentar-komentar atas putusan hakim.42 Kaitannya dengan 
penulisan skripsi ini terdapat beberapa buku sebagai landasan 
teori, di antaranya sebagai berikut: 
1) Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat. 
 
42  Ibid.,54. 



































2) Edi Gunawan, Problematika Pemelihraan Anak Pada 
Perkara Perceraian. 
3) Abdurrahman , Kompilasi Hukum Islam. 
4) Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. 
5) Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam 
Kontemporer. 
6) Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. 
7) Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 2. 
8) Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 
9) Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzab Syafi’i Buku 2. 
10) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. 
11) Ibnu Qayyim, Zadul Ma’ad (bekal perjalanan akhirat, jilid 
7), Tahqiq Syu’aib Al-Arna’uth, Abdul Qadir Al-Arna’ut. 
12) Abd. Abi Muh. Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, penerjemah 
Abdul Hayyie al-Kattani, Abdul Hayyie, Muh Mukhlisin, 
Andri Wijaya, penyunting Jajang Husni Hidayat. 
13) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah M. Ali Nursyidi 
Hunainah dan M. Thahir Makmun. 
14) Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam 
Fiqih Islam, (Bulan Bintang Jakarta,). 92.  
  



































3. Tehnik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi 
Adalah mencari data-data penelitian terkait dengan 
catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Gresik. Data-
data tersebut di antaranya berupa putusan hakim Pengadilan 
Agama Gresik dengan nomor perkara 2180/ Pdt.G/ 2018/ PA.Gs 
tentang penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada 
suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan anak. 
b. Wawancara 
Yaitu proses untuk memperoleh suatu data atau keterangan 
terkait dengan penelitian (tentang putusan 2180/ Pdt.G/ 2018/ 
PA.Gs) dengan metode tanya jawab dengan responden (yang 
diwawancarai). Responden dalam hal ini yaitu Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Gresik. 
4. Tehnik Analisis Data 
Kemudian untuk menghasilkan kesimpulan, di dalam penelitian 
ini menggunakan metode dokumentasi serta menggunakan pola 
deduktif yang bersifat normatif, yaitu metode yang diawali dengan 
mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang hak asuh anak 
bersama Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang 
Perlindungan Anak, selanjutnya digunakan sebagai bahan atau dasar di 
dalam menganalisis data yang diperoleh berupa putusan Majelis 
Hakim terkait dengan hak asuh anak (putusan No.2180/ 



































Pdt.G/2018/PA.Gs Tentang Penetapan Hak Asuh), sehingga dalam 
analisis tersebut memang menggunakan dasar yang jelas. 
I. Sistematika Pembahasan 
Dalam pebahasan ini mengenai sistematika penelitiannnya dibagi 
kedalam lima bab, di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan sebagai 
berikut: 
BAB I, Pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang dari 
permasalahan yang diambil, dilanjut dengan identifikasi masalah, 
kemudian rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, definisi operasional  penelitian, kemudian metode dan terakhir 
sitematika pembahasan. 
BAB II, di dalam bab dua ini terdapat pembahasan mengenai 
tinjauan teoritis terkait dengan pengertian h}ad}a>nah , baik secara bahasa, 
istilah maupun pendapat ulama-ulama dan pengertian dari psikis dan 
kejiwaan. Kemudian dilanjutkan dengan dasar hukum, dasar hukum disini 
diambil dari hukum Islam (fiqih) dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 
syarat-syarat untuk mendapatkan hak h}ad}a>nah  kemudian terakhir terkait 
dengan permasalahan yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 
kepada pihak suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan. 
BAB III, di dalam bab ini memberikan penjelasan terkait hasil 
penelitian dari lampiran putusan dengan nomor 2180/Pdt.G/2018PA.Gs 
tentang pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak 
suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan anak. Jadi lebih ke 



































pemaparan-pemaparan isi putusan baik dasar hukum maupun dasar 
pertimbangan yang kemudian digunakan di dalam memberikan putusan 
oleh hakim. 
BAB IV, di dalam bab ini membahas terkait dengan analisis putusan 
oleh hakim di dalam nomor putusan 2180/Pdt.G/2018PA.Gs tentang 
pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak suami 
dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan anak. Untuk lebih spesifiknya di 
dalam kasus tersebut hakim memberikan hak asuh terhadap 2 anak yang 
bersaudara belum mumayyiz kepada pihak suami. Oleh karena itu di dalam 
bab ini pembahasannya lebih ke dasar hukum, alasan pertimbangan yang 
digunakan Majelis Hakim sekaligus analisis menurut hukum Islam dan  
Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
BAB V, ini merupakan akhir dari bab penulisan, kemudian di 
dalamnya membahas terkait dengan kesimpulan dari penelitian yang di 
teliti dan juga dilengkapi dengan tanggapan ataupun saran dari kami selaku 
penulis. 



































H}AD}A>NAH  DI DALAM ISLAM 
A. Pengertian 
H}ad}a>nah berasal dari kata   َنَضَحهَض يَـب ُ  يرَّطلا  memiliki makna seekor 
burung yang mengapit telur dibawah sayapnya. Hal ini diumpamakan 
seorang ibu yang menggendong anaknya.1 Kemudian di dalam istilah fiqih 
terdapat dua istilah tetapi mengandung makna yang sama. Di antara istilah 
tersebut yaitu kafalah} dan h}ad}a>nah, yang artinya adalah pemeliharaan atau 
pengasuhan.2  
Menurut pendapat ulama fiqih, mereka mendefinisikan h}ad}a>nah     
sebagai mengasuh anak-anak yang belum dikategorikan sebagai 
mumayyiz. Atau melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil 
laki-laki ataupun perempuan yang belum tamyiz dengan menjaganya dari 
suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan 
akalnya agar mampu berdiri dan memikul tanggung jawabnya.3 
 Di dalam kitab Subulus Salam, h}ad}a>nah    adalah pemeliharaan anak 
yang belum mampu berdiri sendiri, mengurus  dirinya sendiri, pendidikan 
serta pemeliharaannya dari segala yang mebahayakan.4 Shidieqy 
 
1     Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun,   
(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet, ke 3, 21. 
2     Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Perenada Media Jakarta, 2007), 327. 
3      Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh Assunnah, 
(Bandung: PT al-Ma’arif, 1980), cet. ke-8, h.173. 
4      Imam Muhammad Ibnu Ismail As-Shan’ani, Subulussalam Juz III, (Kairo: Dar Ihya’ Al-
Turas Al-Araby, 1960), 227. 



































berpendapat, h}ad}a>nah adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai 
kepentingannnya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak 
mendidiknya dari mahram-mahramnya.5 
Di dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
h}ad}a>nah diartikan sebagai memelihara seorang anak (baik laki-laki maupun 
perempuan) juga mendidiknya sampai anak tersebut dikategorikan sebagai 
dewasa atau mampu berdiri sendiri.6 
Mengasuh disini meliputi menjaga dan memberikan dukungan masa 
depannya, dalam arti memberikan pendidikan baik jasmani maupun rohani 
serta melindunginya dari sesuatu yang membahayakan terhadap masa 
depannya. Mengapa demikian, karena anak yang belum mumayyiz bisa 
diartikan anak yang belum bisa membedakan antara yang haq dan bathil 
(benar, salah) sehingga disini anak yang dikategorikan tersebut masih 
membutuhkan peran dari orang tuanya.7 
Yang dimaksud dengan pendidikan disini yaitu orang tua 
berkewajiban merealisasikan pendidikan, sehingga diharapkan dengan 
adanya pendidikan tersebut seorang anak memiliki bekal dan landasan 
untuk masa depannya di dalam bermasyarakat.8 
 
5     Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam, (Bulan Bintang Jakarta,). 
92. 
6     Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (CV. Akademika Pressindo Jakarta, 
2010), 113. 
7     Slamet Abidin, Fiqih Munakahat II, (CV. Pustaka Setia Lingar Selatan Bandung, 1999),  171. 
8     Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Prenada Media Jakarta, 2004) , 294. 



































Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam 
memberikan pendidikan kepada anak, seperti yang dijelaskan surat AL-
Luqman ayat 12 sampai dengan 13, disitu disebutkan di antaranya sebagai 
berikut:9 
1. Menjadikan anak untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang 
diberikan. 
2. Tidak menyekutukan Allah SWT dengan makhluk lain. 
3. Taat kepada orang tua. 
4. Menjaga adab saat bersama dengan orang tua. 
5. Memberikan penyadaran bahwa apapun perbuatan yang 
dilakukan didunia akan mendapatkan balasannya nanti di 
akhirat. 
6. Untuk senantiasa taat kepada perintah Allah SWT. 
7. Tidak berlaku sombong. 
8. Sederhana dalam segala hal perbuatan. 
Di dalam riwayat lain yang terdapat hadist Rosulullah bahwa: 
“kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu mengajari berenang, menulis, 
memanah dan memberikan rezeki  yang baik dan halal. Tetapi juga terdapat 
riwayat lain mengenai hak anak terhadap orang tuanya yaitu memberikan 
nama yang baik sesuai dengan tuntunan Islam kemudian juga memberikan 
pengajaran mengenai sopan dan santun”.10 
 
9   Ibid. 
10  Ibid., 295. 



































Tanggung jawab yang dibebabankan kepada orang tua meliputi, 
memberi pelayanan yang semestinya dan memberikan atau memenuhi 
segala kebutuhan anak dari orang tuanya. Kemudian pelayanan, pemenuhan 
kebutuhan bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut dikategorikan 
sebagai anak yang bisa berdiri sendiri (dewasa).11  
Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan 
bahwasannya h}ad}a>nah  dapat dipahami sebagai pemeliharaan setelah 
terjadinya suatu perceraian antara seorang suami dan istri terhadap anak 
(baik laki-laki maupun perempuan) yang dikategorikan belum mumayyiz 
(belum berumur 12 tahun) menurut ketentuan Hukum Islam (KHI), dan 
pemeliharaan disini meliputi mendidik, merawat, membiayai, untuk masa 
depan anak tersebut.  
Kemudian kaitannya dengan permasalahan yang diambil hak asuh 
anak yang diberikan kepada ayah dengan pertimbangan psikis dan 
kejiwaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui dari apa yang dimaksud 
dengan psikis dan kejiwaan.  
Seperti yang dijelaskan di dalam buku Psikologi Umum karya Ki 
Fudyartanta, dikatakan psyche dalam bahasa Yunani kuno memiliki arti 
napas. Orang yang meninggal tidak bernapas, sehingga bernapas 
merupakan ciri dari orang yang hidup, sehingga disini napas diartikan 
dengan jiwa atau bisa disebut ilmu jiwa yang mempelajari kaitannya 
 
11  Ibid., 293-294. 



































dengan fungsi atau kesehatan kejiwaan seseorang.12 Istilah psikologi juga 
meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan kejiwaan atau psikis, seperti 
halnya perasaan manusia, pikiran, cita-cita, emosional dan kehendak 
lainnya.13 Tingkah laku manusia yang berkaitan dengan interaksi dengan 
sesamanya (saudara sedarah atau orang lain) yang merupakan aktivitas 
tidak tampak termasuk kedalam bahasan psikologi. 
Kemudian di dalam kehidupan sosial, keluarga merupakan 
lingkungan pertama yang dialami seorang anak. Selain hubungan dengan 
orang tua, seorang anak juga tidak akan terlepas dengan adanya saudara 
kandung, atau dalam ilmu psikologi disebut dengan sibling realionship. 14 
Sibling relationship adalah suatu ikatan antara anak di dalam 
keluarga.  Ikatan tersebut terjadi antara saudara kandung disebabkan oleh 
kesamaan dari pihak orang tua secara biologis, pernyataan secara hukum 
dan adanya interaksi antar keduanya. Interaksi disini baik berupa, interaksi 
fisik (komunikasi), interaksi kognitif (berupa rasa kepercayaan antar 
keduanya), kemudian interaksi afektif (berupa emosi antar saudara). Hal ini 
membuat keduanya (antar saudara kandung) memiliki kedekatan dan 
kemiripan dalam beberapa hal.15 
 
12   Ki Fudyartanta, Psikologi Umum, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011), 3. 
13   Ibid.,9. 
14   Sevira, Hubungan Antara Sibling Relationship dengan Motivasi Intrinsic Pada Anak-anak 
Usia  11 Tahun, (Jurnal, Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran). 
15   Cicirelli, Sibling Relationships Accros The Life Span, (Jurnal Penelitian Oleh Veronica  
Lestari, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta, 2018), 2. 



































Ikatan tersebut memberi pengaruh terhadap keduanya (adik dan 
kakak) untuk menyalurkan emosional selama kehidupan keduanya. 
Dikatakan demikian karena di dalam ikatan tersebut terdapat rasa cinta, 
kehangatan, kasih sayang  dan juga adanya keterkaitan di dalam segi 
berfikir, katakter dan juga perasaan selama keduannya saling menyadari 
kehadiran saudara kandungnya.16   
Di dalam kontek keluarga, hubungan sedarah dikategorikan sebagai 
salah satu bentuk hubungan sosial yang berjalan secara alamiah (hubungan 
yang terjadi secara biologis). Ikatan ini sangat kuat dibandingkan dengan 
ikatan-ikatan lainnya, dikarenakan seorang saudara kandung suatu saat 
nanti bisa menggantikan peran kedua orang tua saat keduanya meninggal, 
juga dapat bereperan sebagai teman. 17 
Dengan begitu kita dapat memberikan kesimpulan bahwasannya 
saudara sedarah (kandung) keduanya memiliki hubungan di dalam berbagai 
hal seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan dan perasaan. Sehingga 
keduanya dapat memberikan pengaruh di dalam perkembangan masing-
masing.  
Kaitannya dengan menyatukan dua anak saudara kandung di dalam 
satu pengasuhan, ini menjadi penting seperti yang dijelaskan sebelumnya 
 
16  Rahman Arif, Sibling Relationship Pada Individu Terhadap Saudara Kandung Penyandang  
(Disabilita,  Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018) , 2. 
17  Rahman Arif, Sibling Relationship Pada Individu Terhadap Saudara Kandung Penyandang 
Disabilitas..., 2. 



































dan mengingat hak asuh adalah hak anak, bukan orang tua.  satu prinsip 
perlindungan anak, bahwa kepentingan anak harus diutamakan.18 
 Banyak contoh di dalam Islam yang memperlihatkan Islam 
mengedepankan kepentingan anak, baik di dalam hal ibadah maupun 
hubungan dengan sesama manusia. Seperti yang Rosulullah SAW 
contohkan, beliau membiarkan cucunya naik diatas pinggangnya saat 
beliau menjadi Imam Salat, dan memberikan pertolongan terhadap cucunya 
yang jatuh, padahal saat itu beliau khutbah.  
 
B. Dasar Hukum 
H}ad}a>nah hukumnya wajib, hal itu disebabkan mengabaikan 
seorang anak (dalam artian tidak mengurusnya) sama halnya dengan 
menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan. 
Wajibnya pemeliharaan setelah terjadi perceraian disini, sama halnya 
dengan kewajiban pemeliharaan pada saat perkawinan.19 
Dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6: 
 ُفَنأ  آوُـق   اوُنَماَء  َنيِذَّلٱ  اَهّـَُي ََٰٓيَرَنَ ۡمُكيِلَۡهأَو  ۡمُكَس 
 
ٗا اَهُدُوقَو   ةَكِٓئ ََٰلَم  اَه ۡـيَلَع  َُةراَجِ
ۡ
لۡٱَو ُساَّنلٱ 
ظَلَِغ  ٗ داَدِش  ٗ  َّلَ  َنوُصۡعَـي  َنوُرَمۡؤُـي اَم َنوُلَعۡفَـيَو ۡمُهَرََمأ ٓاَم َ َّللَّٱ٦  
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 20 
 
 
18  Ibnu anshori, Perlindungan Anak Dalam Islam, (Komisi Perlindungan anak Indonesia, Jakarta,  
2006), 28. 
19  Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001), 176. 
20  Ibid,. 



































Kemudian kaitannya dengan hak pengasuhan anak yang belum 
mumayyiz, dijelaskan di dalam hadis yang diriwiyatkan oleh Ahmad dan 
Abu Daud, ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rosulullah 
SAW: 
 لا اَنَـث َّدَح ُّيِمَلُّسلا ٍّدِلاَخ ُن ب ُدوُم َمُ اَنَـث َّدَح ِنَِث َّدَح َّيِعَاز وَ  لۡا ِنِ عَـي وٍّر  مَع بَِأ  نَع ُدِيلَو
  نَع ِهِيَبأ  نَع ٍّب يَعُش ُن ب وُر  مَع  َِّللَّا ِد بَع ِه  ِدَج َِّللَّا َلوُسَر َيَ  تَلَاق  َةَأر ما َّنَأ وٍّر  مَع ِن ب 
 ِنِ با َّنِإ  ِحَو  ءاَقِس ُهَل يِي  َدثَو  ءاَعِو ُهَل ِنِ َطب َناَك اَذَه  ءاَوِح ُهَل ِير  ج  ِنَِقََّلط ُهَبَأ َّنِإَو
ا ُلوُسَر َاَلَ َلاَقَـف  ِنِِم ُهَِعزَت  ـنَـي  نَأ َدَاَرأَو  َلَ اَم ِِهب ُّقَحَأ ِت َنأ َمَّلَسَو ِه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّ
 يِحِك نَـت 
 
Artinya:“Ya Rasululah bahwasannya anakku ini perutkulah yang 
mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air 
susukulah minumannya. Bapaknya mau mengambil dariku, maka 
Rasulullah bersabda; “engkaulah yang lebih berhak untuk 
memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki 
lain.”21 
 
Di dalam karya Imam Malik yaitu kitab Al-Muwaththa’, berasal 
dari Yahya bin Sa’id mendengar dari Al-Qasim  bin Muhammad 
dikatakan:  
       “Seorang wanita dari kaum Anshar telah menjadi isteri Umar bin 
Al-Khattab ra dan melahirkan Ashim bin Umar. Lantas Umar 
menceraikannya. Umar datang ke Masjid Quba’  dan mendapati 
anaknya Ashim sedang bermain di teras Masjid. Lalu beliau 
meraih lengannya dan meletakkan anaknya di depannya di atas 
tunggangannnya. Kemudian nenek anak tersebut menjumpainya 
dan merebutkan anak tersebut dengan Umar, hingga keduanya 
datang menjumpai Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Umar berkata, 
“Anakku!” Dan wanita tersebut berkata “Anakku!” Kemudian 
 
21   Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’at Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi 
Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-ilmiyah, 2005), cet. ke-11, 293-294. 



































melihat kejadian tersebut, Abu-Bakar ra membiarkan dan berkata, 
“Biarkanlah anak tersebut dengan Ibunya”. 22 
 
Di perkuat lagi dengan hadist Rasulullah, beliau mengancam 
orang yang memisahkan antara seorang anak dengan ibunya, dalam 
sabdanya: 
 ُم ُن ب َِّللَّا ُد يَـبُع اَنَـثَّدَح ٍّجاَّيَه ِن ب َرَمُع ُن ب ُدَّمَُمُ اَنَـث َّدَح َنََأَب ـَنأ ىَسو َليِعَ سِإ ُن ب ُميِهاَر ـبِإ
 ِه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َنَعَل َلَاق ىَسوُم بَِأ  نَع َةَد رُـب بَِأ  نَع َنَار  مِع ِن ب ِقيَِلط  نَع
يِخَأ َ  ينَبَو ِخَ  لۡا َ  ينَبَو اَهِدَلَوَو ِةَدِلاَو لا َ  ينَب َقَّرَـف  نَم َمَّلَسَوه  
 
       Atinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Umar          
bin Hayyaj berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah 
bin Musa berkata, telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin 
Isma'il dari Thaliq bin Imran dari Abu Burdah dari Abu Musa ia 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang 
yang memisahkan antara ibu dan anaknya, dan antara saudara dan 
saudaranya."23 
 
Di dalam buku yang berjudul Zadul Ma’ad jilid 7 karya Ibnu 
Qoyyim Al-Jauziyah yang diterjemahkan oleh Amiruddin Djalil, Lc 
dikatakan pembagian perwalian untuk seorang anak, di antaranya 
seorang bapak mendapatkan hak pertama daripada seorang ibu di dalam 
kaitannya dengan harta dan pernikahan kemudian disisi lain ibu hak 
perwaliannya di dahulukan dalam kaitannya dengan pengasuhan dan 
penyusuan anak.24 
Dikatakan demikian, karena memang di dalam kenyataannya ibu 
memiliki karakter yang baik terhadap anak, seperti kemampuan 
 
22   Ibnu Qayyim, Tahqiq Abdul Qadir, Syu’aib Al-arna, Zadul Ma’ad Jilid 7, (Griya Ilmu Bogor 
Jakarta 2016), 35. 
23   Abd. Abi Muh. Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah... 295 
24    Ibnu Qayyim, Zadul Ma’ad Jilid 7...,35. 



































membina, lebih sabar, memiliki waktu yang lebih terhadap anaknya, 
sehingga dengan begitu ibu didahulukan dari pada seorang ayah. 
Kemudian dilain sisi ayah lebih didahulukan kaitannya perwalian harta 
dan pernikahan, dengan alasan seorang ayah lebih bijak di dalam 
mengambil keputusan demi kemaslahatan seorang anak.25 Jadi keduanya 
memiliki hak yang diutamakan menurut kondisi anak. 
Kemudian kaitannya dengan pembahasan h{ad}a>nah, maka tidak 
akan terlepas dengan hadis-hadis yang di dalamnya Nabi Muhammad 
SAW memberikan contoh mengedepankan kepentingan anak. Di antara 
hadis-hadis tersebut adalah  sebagai berikut: 
       “Saya melihat Rosulullah SAW sedang menyampaikan khotbah, 
maka datanglah Hasan dan Husein r.a mengenakan baju merah, 
berjalan lalu terjatuh. Kemudian Rasulullah SAW turun dari 
mimbar dan mengambil keduanya, dan meletakkan bersamanya. 
HR. Imam Ibnu Abi Syaiban”.26 
 
Di dalam hadist diriwayatkan oleh Nasa’i dan Hakim, bahwasannya:  
 
“saat Rosulullah SAW menjadi imam, kemudian datanglah Husen 
dan menunggangi pundak Nabi ketika beliau sujud, kemudian 
beliau memanjangkan sujudnya sampai para jamaah mengira telah 
terjadi sesuatu pada beliau. Kemudian setelah salat, dari mereka 
bertanya “engkau telah memanjangkan sujud, wahai Rosulullah 
hingga kami mengira telah terjadi sesuatu, “cucuku telah 
menjadikanku sebagai tunggangan, maka aku tidak suka 
mengganggu kesenangannya hingga ia puas”.27 
 
 
25  Ibnu Qayyim, Tahqiq Abdul ..., 37. 
26  Ibnu anshori, Perlindungan Anak Dalam Islam, (Komisi Perlindungan anak Indonesia, Jakarta, 
2006), 29. 
27  Ibid, 30. 



































Kemudian di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Shahibain, 
dari Anas r.a bahwasannya Rosulullah bersabda:28 
  ىأ( تَِلََص ِفِ ُزَّوَـتَاف  ِب صلا امكب ُعَ سَاف اَمُهَـتلَاطِا ُد ِيُرأ َنَاَو ِةَلََّصلا ِفِ ُلُخ دلۡ  ِ نِّا
 ِهىِءاَكَب  نِم ِه ِمأ ِد وُجِو  نشم ُمَل َعأ اَّمِ )ُرِصَت  حَأ 
       Artinya: “Sesungguhnya. ketika aku melahirkan shalat (menjadi 
imam) dan aku bermaksud untuk memanjangkan bacaannya, tiba-
tiba aku mendengar tangisan anak kecil. Maka aku segera 
memperpendek (bacaan) shalatku. Karena aku memahami perasaan 
ibunya (yang menjadi makmum) yang terganggu oleh tangisannya”.  
 
Di dalam peristiwa lain digambarkan, “ada seorang wanita 
Ghamidiyah, dia mengadukan dirinya kepada Rosulullah 
bahwasaanya ia telah hamil karena zina. Mendengar keterangan 
tersebut, Rosulullah berkata: pulanglah sampai engkau melahirkan. 
Ketika telah melahirkan dia datang kembali kepada Rosulullah. 
Kemudian Rosulullah berkata, pergilah, kemudian susui anakmu 
sampai engkau menyapihnya. Setelah disapih, dia datang kepada 
Rosulullah, kemudian Rosulullah mengambil anaknya dan 
menyerahkan kepada kaum muslim dan wanita tersebut barulah 
dirajam”. (HR. Muslim).29 
 
Selain di dalam beberapa hadis diatas, Hukum Positif Indonesia 
juga mengatur hal tersebut, diataranya sebagai berikut: 
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam30 
 
a. “Pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 
tahun adalah hak ibunya”. 
b. “Pemeliharaan anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang 
hak pemeliharaannya”. 




28  Ibid,. 
29  Ibid,. 
30  Abdurrahman, Kompilasi...,138 



































Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam31 
Bagian (a), “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan 
h}ad}a>nah  dari Ibunya”. 
 
Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam  
(1) “Batas usia mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. 
(2) “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala 
perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan”. 
(3) “Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat 
terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila 
kedua orang tuanya meninggal”.  
 
Pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974 
(1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
meraka sebaik-baiknya”. 
(2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, 
kewajiban mana berlaku terus meskipun ikatan perkawinan 
putus”. 
 
Membahas mengenai hak asuh anak (h}ad}a>nah) selain dari hadis 
dan pasal-pasal diatas, maka tidak akan terlepas dari pasal-pasal terkait 
dengan perlindungan anak, karena obyek utama dalam h}ad}a>nah  adalah 
anak. Pasal-pasal tersebut di antaranya sebagi berikut:32 
1. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan Anak. 
(1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan”: 
a. Diskriminasi. 
b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. 
c. Penelantaran. 
d. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan. 
e. Ketidakadilan. 
 
31  Ibid.,151 
32  Ibnu anshori, Perlindungan Anak ..., 



































f. Perlakuan salah lainnya. 
 
2. Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang memiliki 
kandungan “Anak merupakan amanah yang harus dipelihara baik 
secara fisik maupun mental (psikis), serta kecerdasannya”. 
3. Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai “jaminan 
untuk seorang Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, 
berpartsipasi, mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi 
dan kekerasan demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, 
berkhalak mulia, dan sejahtera”. 
 
Dari pemaparan pasal-pasal diatas, bahwasannya orang tua wajib 
memberikan pendidikan dan sarana lainnya demi masa depan anaknya. 
Selain itu juga di dalam Al-Qur’an menganjurkan agar ibu 
menyusuianya sampai usia minimal 2 tahun dan agar orangtuanya 
menjalankan kewajiban sebagai orang tua sesuai dengan tingkat 
kemampuannya, dan apabila orang tua tersebut tidak mampu dapat 
mengalihkan kewajibannya tersebut kepada keluargaya, sesuai dengan 
QS. Al-Baqarah (2) ayat 233.33 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya h}ad}a>nah     
memiliki hukum wajib sesuai dengan hadis-hadis dan pasal-pasal diatas 
bagi kedua orang tua setelah terjadinya perceraian dan apabila anak 
belum mumayyiz (sesuai Kompilasi Hukum Islam), hak asuhnya 
menjadi hak dari ibu anak tersebut. Tetapi juga perlu diingat 
bahwasaannya dalam pengasuhan anak, sesuai dengan hukum 
perlindungan anak, kepentingan anak yang didahulukan dari 
kepentingan orang tua. 
 
33  Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta 2006), 6. 





































H{ad}a>nah terhadap anak terdapat unsur-unsur yang menjadikan 
rukun di dalam hukumnya, di antaranya h{ad{in atau bisa disebut dengan 
yang mengasuh dan mah{z}un atau orang yang menjadi pengasuh bagi anak 
tersebut. Di dalam pemeliharaan seorang anak, terdapat beberapa syarat 
yang menjadi ketentuan bersifat wajib, karena jika tidak terpenuhi syarat-
syarat tersebut maka akan gugur kewajiban h}ad}a>nah  dan digantikan oleh 
pihak lain.34 
1. Syarat-syarat seorang pengasuh (h{ad{in).35 
a) Bagi yang mendapatkan kewajiban h}ad}a>nah, diharuskan sudah 
baligh (berakal), tidak memiliki penyakit seperti gangguan jiwa. 
Dengan begitu orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri 
maka ia tidak bisa mendapatkan hak tersebut. Hal ini juga berlaku 
kepada orang yang tidak memiliki apapun (harta), karena 
ditakutkan akan justru  berdampak terhadap anak yang diasuh. 
b) Mampu di dalam mengasuh anak. Disini menjadi penting karena 
di dalam  h}ad}a>nah  tidak hanya memelihara tetapi juga mendidik, 
dan juga pihak yang mendapatkan tanggung jawab h}ad}a>nah  tidak 
boleh terikat dengan suatu pekerjaan atau lainnya yang sekiranya 
 
34   Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 2, (Pustaka Setia, 1999), 175. 
35   Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, 68-
69. 



































pekerjaan tersebut justru membuat anak menjadi kurang terurus 
atau bahkan terlantar. 
c) Selanjutnya seorang yang akan mengasuh, harus memiliki sifat 
dapat dipercaya, dalam artian orang tersebut memiliki akhlaq yang 
baik sehingga dapat menjadi contoh bagi anak yang diasuh. 
d) Kemudian mengacu pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud bahwasannya hak seorang ibu terhadap h}ad}a>nah akan 
gugur apabila ia menikah dengan orang lain, kemudian orang 
tersebut (suami kedua) tidak merelakan apabila istrinya membawa 
anak hasil pernihakan sebelumya, tetapi kalau ia rela ini tidak lagi 
menjadi persoalan. 
e) Dewasa, meskipun seorang anak yang sudah mumayyiz tetap 
membutuhkan orang lain dalam merawatnya. Dengan begitu ia 
tidak diperbolehkan untuk menangani urusan orang lain. 
f) Amanah dan berbudi, seperti perkataan Ibnu Qayyim, “bahwa 
seorang pengasuh disyaratkan untuk adil, hanya murid-murid 
Imam syafi’i dan Imam Ahmad yang mensyaratkan demikian”. 
Dikatakan demikian karena sulitnya mencari seorang yang adil. 
Syarat adil ini berbeda dengan syarat adil yang ada di dalam 
perwalian perkawinan. 
g) Islam, dengan demikian Islam tidak mengehendaki seorang anak 
yang masih kecil diasuh oleh orang yang kafir. Hal ini seperti yang 
diterangkan diadalam firman allah SWT dalam QS. An-Nisa’:141 



































حۡتَـف ۡمُكَل َناَك نَِإف ۡمُكِب َنوُصََّبَتََي َنيِذَّلٱ 
 
ٗ  َن ِم  َناَك نِإَو ۡمُكَعَّم نُكَن 
َۡلَأ  آوُلَاق َِّللَّٱ
بيِصَن َنِيرِف ََٰك
ۡ
ِلل  ٗ   آوُلَاق  َۡلَأ  ۡذِوۡحَتۡسَن  ۡمُكۡيَلَع مُكۡعَـن
ۡ
َنََّو  َن ِم  ۡمُكَن
ۡـيَـب ُمُك






لٱ َمۡوَـي  لَيِبَس َينِنِمۡؤُم
ۡ
لٱ ىَلَع َنِيرِف ََٰك
ۡ
ِلل ُ َّللَّٱ َلَع َۡيَ نَلَو 
ِِۗةَمََٰيِق١٤١  
Artinya: ”(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu 
(peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang 
mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah 
mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta 
kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan 
(kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut 
memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang 
mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara 
kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi 
jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-
orang yang beriman.” 
Ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Hal menjadi 
gugur apabila ternyata pihak Ibu sudah menikah. 
 
 َنَـث َّدَح َّيِعَاز وَ  لۡا ِنِ عَـي وٍّر  مَع بَِأ  نَع ُدِيلَو لا اَنَـث َّدَح ُّيِمَلُّسلا 
ٍّدِلاَخ ُن ب ُدوُم َمُ ا
  نَع ِهِيَبأ  نَع ٍّب يَعُش ُن ب وُر  مَع ِنَِث َّدَح   َةَأر ما َّنَأ وٍّر  مَع ِن ب َِّللَّا ِد بَع ِه  ِدَج  َيَ  تَلَاق
 ِنِ با َّنِإ َِّللَّا َلوُسَر  َك اَذَه  ءاَوِح ُهَل ِير  جِحَو  ءاَقِس ُهَل يِي  َدثَو  ءاَعِو ُهَل ِنِ َطب َنا  َّنِإَو
 ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َاَلَ َلاَقَـف  ِنِِم ُهَِعزَت  ـنَـي  نَأ َدَاَرأَو ِنَِقََّلط ُهَبَأ ِت َنأ َمَّلَسَو ِه يَلَع ُ َّللَّا
 يِحِك نَـت  َلَ اَم ِِهب ُّقَحَأ 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin 
Khalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-
Walid, dari Abu ‘Amru yaitu Al-Auza’iy: Telah menceritakan 
kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya 
‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita 
berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku 
adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, 
dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah 
menceraikanku dan ingin memisahkanya dariku”. Lalu 
Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata 
kepadanya :“Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau 
belum menikah.” Abu Dawud no. 2276: Hasan. 
 
Hal ini menegaskan apabila seorang perempuan yang telah 
menikah lagi dengan laki-laki lain yang tidak memiliki 
kekerabatan dan tidak bisa memperhatikan anak tersebut dengan 



































baik maka hak asuhnya menjadi gugur. Berbeda lagi apabila 
menikah dengan seorang laki-laki yang masih memilki 
kekerabatan seperti halnya seorang paman, maka hak nya tidak 
hilang, mengingat urutan orang-orang yang berhak dalam 
pengasuhan anak, paman juga termasuk di dalamnya. 
h) Merdeka, dikarenakan seorang budak sibuk dengan urusan-urusan 
dengan tuannya, sehingga dikahawatirkan tidak mampu 
mengemban tugasnya sebagai penagsuh anak.  
2. Kemudian juga terdapat syarat-syarat sebagai mah{d{un (anak yang 
diasuh), di antaranya sebagai berikut:36 
a) Anak yang menjadi obyek asuhan masih bisa dikategorikan 
sebagai anak, dalam artian belum bisa mengurus dirinya sendiri. 
b) Kemudian ia dalam keadaan memilki kekurangan akalnya, 
misalnya seperti orang yang idiot, sehingga ia tidak bisa berbuat 
sendiri meskipun sudah dewasa. 
Apabila orangtuanya masih lengkap dan terpenuhi syarat-
syaratnya, maka yang paling berhak atas anak tersebut (melaksanakan 
kewajiban h}ad}a>nah) adalah seorang ibu. Mengapa demikian karena 
seorang ibu di dalam hal memberikan kasih dan sayang bisa dikatakan 
lebih dari pada seorang ayah, sedangkan di dalam usia anak-anak itu 
sangat membeutuhkan kasih sayang seorang ibu. Kemudian apabila si 
anak berada dibawah asuhan seorang ibu maka segala biaya yang 
 
36  Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam Indonesia ..., 329. 



































menyangkut kebutuhan si anak tetap menjadi tanggungan seorang 
ayah, hal ini sudah menjadi kesepakatan Ulama.37 
Selain itu alasan terkait dengan ibu lebih memiliki perasaan 
kasih sayang seperti yang telah dijelaskan diatas, terdapat suatu hadist 
yang berkaitan dengan ibu yang lebih diutamakan dalam hal h}ad}a>nah , 
yaitu hadist yan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, yang 
dibenarkan oleh hakim:38 
 َأ َّن ُهَل ِير  جِحَو  ءاَقِس ُهَل يِي  َدثَو  ءاَعِو َُهل ِنِ َطب َناَك اَذَه ِنِ با َّنِإ َِّللَّا َلوُسَر َيَ  تَلَاق  َةَأر ما
  ءاَوِح  َو ِه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َاَلَ َلاَقَـف  ِنِِم ُهَِعزَت  ـنَـي  نَأ َدَاَرأَو ِنَِقََّلط ُهَبَأ َّنِإَو َس َّل َم
 اَم ِِهب ُّقَحَأ ِت َنأ َلَ  يِحِك نَـت  
Artinya: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, 
dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku 
adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan 
ingin memisahkanya dariku”. Lalu Kemudian 
Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: 
“Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum 
menikah”. 
 
Dari penjelasan hadist tersebut menegaskan bahwa ibu lebih 
diutamakan di dalam hal pengasuhan dibandingakan seorang Ayah 
dengan syarat, belum menikah dengan laki-laki lain dan memenuhi 
syarat sebagai pemegang h}ad}a>nah . Kemudian apabila persayaratan 
tersebut tidak terpenuhi maka seorang ibu tidak lebih utama dari 
seorang ayah.39 
 
37  Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam Indonesia ...,329. 
38  Ibid...,330. 
39  Ibid,. 



































Di sisi lain seorang anak juga diberikan pilihan untuk memilih 
siapa yang mengasuhnya apabila terpenuhinya dua syarat, di antaranya 
sebagai berikut:40 
(1) Seorang hadh{in baik seorang ayah maupun seorang ibu, 
keduanya memenuhi syarat sebagai pengasuh. Dan apabila yang 
memenuhi syarat hanya salah satu, baik ayah ataupun ibu maka 
diserahkan kepada salah satu yang memenuhi syarat sebagai 
pengasuh. 
(2) Kemudian anak yang menjadi obyek (mah{z}un) dalam keadaan 
normal (tidak memiliki kelainan seperti idiot), disyaratkan 
demikian karena apabila seorang anak idiot dan telah melewati 
masa kanak-kanaknya, maka anak tersebut tidak memiliki 
pilihan kecuali hak asuhnya berada dibawah seorang ibunya. 
Tetapi juga terdapat pendapat lain seperti yang dikemukakan 
oleh ulama Imam Malik dan abu Hanifah, seorang anak tidak memiliki 
hak pilih di dalam hal pengasuhan. Tetapi keduanya memiliki 
penyelesaian yang berbeda. Abu Hanifah berpendapat apabila seorang 
anak telah mandiri seperti sudah bisa berpakaian, makan sendiri, 
mandi, maka dalam hal ini ayah lebih berhak dari ibunya. Tetapi Imam 
Malik berpendapat ibu lebih memiliki hak sampai habis masa 
asuhannya.41 
 
40  Ibid.,331. 
41  Ibid,. 



































Apabila salah seorang keduanya, baik ibu mapun ayah akan 
melakukan perjalanan, dan akan kembali dengan waktu yang 
ditentukan kemudian salah satunya menetap, maka yang menetap ini 
lah yang mendapatkan hak asuh anak (lebih berhak atas h}ad}a>nah). 
Dengan alasan perjalanan mengandung atau terdapat kesulitan bagi si 
anak, sehingga menetap akan menjadi lebih baik dan tidak memililki 
resiko.42 
Kemudian apabila terdapat kerabat baik dari ibu maupun kerabat 
dari ayah yang semuanya memenuhi syarat sebagai seorang pengasuh, 
maka dalam hal ini urutannya, yaitu sebagai berikut:43 
1. Ibu, ibunya dari ibu dan lurus keatas, dikarenakan mereka 
memiliki kedudukan sebagai ibu. 
2. Ayah, ibunya ayah dan lurus keatas, karena mereka menduduki 
tempat ayah. 
3. Ibunya kakek melalui jalur ibu, kemudian ibunya lurus keatas. 
4. Ibunya kakek melalui jalur ayah, lurus keatas. 
5. Saudara-saudara perempuan dari seorang ibu. 
6. Saudara-saudara perempuan dari seorang ayah. 
Ulama juga tidak menyepakati selain yang tidak tertulis di dalam 
urutan diatas. Apabila seorang ibu yang memilki hak asuh tetapi dia 
 
42  Ibid.,332. 
43  Ibid. 



































merelakan haknya tersebut maka hak tersebut pindah ke pihak ibunya 
ibu, karena ayah disini lebih jauh di dalam urutannya. 44 
Apabila pihak istri telah menikah dengan laki-laki lain, maka 
laki-laki tersebut berhak melarang untuk menyusui anak tersebut. 
Tetapi apabila di dalam keadaan darurat tidak ditemukannya wanita 
untuk menyesui anak tersebut maka ibunya tetap wajib menyusui. 
 
44  Ibid.., 333. 



































PUTUSAN NO. 2180/ Pdt. G/ 2018/ PA. Gs TENTANG PENETAPAN HAK 
ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ  KEPADA SUAMI DENGAN 
PERTIMBANGAN PSIKIS DAN KEJIWAAN ANAK DI PENGADILAN 
AGAMA GRESIK 
 
A. Deskripsi Pengadilan Agama Gresik 
Secara yuridis, Peradilan Agama merupakan Badan Peradilan 
yang terikat di dalam sistem pemerintahan untuk pertama kali lahir di 
Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 agustus 1882, berdasarkan 
Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Williem III 
tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat di dalam Staatblad 1882 
Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian 
lazim disebut Rapat Agama atau Raaad Agama dan terakhir disebut 
dengan Pengadilan Agama. 
Disini Pengadilan Agama yaitu sebagai salah satu yang memiliki 
kewenangan dalam kehakiman untuk masyarakat pencari keadilan dengan 
kewenangannya memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan 
khususnya yang beragama Islam terkait dengan perkara yang ada atau 
yang diatur dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam.1 
  
 
1  Abdullah Tri, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), 8. 




































Kemudian mengenai letak geografis dari Pengadilan Agama 
Gresik Kelas I B sendiri terletak di kabupaten Gresik tepatnya berada 
di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telepon 031-3981685, 
faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, 
Kabupaten Gresik, Kode pos 61121.2 
4. Kondisi Umum Pengadilan Agama Gresik 
Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945, Peradilan Agama sudah tentu 
menjadi salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya 
dalam bidangnya yaitu masalah yang menyangkut Agama Islam. 
Selain itu juga terdapat perubahan atas undang-undang nomor 
3 tahun 2006 atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai 
Peradilan Agama, disitu ditegaskan mengenai tekhnis Peradilan, 
keorganisasian, keadministrasian, dan finansial Peradilan Agama 
oleh Mahkamah Agung  dan penambahan wewenang untuk dapat 
mengadili perkara seperti zakat, infaq dan ekonomi syari’ah. Tetapi 
dengan bertambahnya tupoksi atau kewenangan tersebut, justru 
banyak mendapatkan kendala, seperti halnya saat diberlakukan 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
Dijelaskan dalam pasal 55 ayat (2) yang isinya berkaitan 
dengan masalah Perbankan Syari’ah yang masih dapat diselesaikan 
 
2  Dalam website pa-gresik.go.id. 



































di Peradilan Umum, tetapi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor : 93/PUU-X/2012 atas Judicial Review terhadap Undang-
Undang Nomor 21 tahun 2008 yang memberikan wewenang mutlak 
(hanya Peradilan Agama) yang memutuskan sengketa ekonomi 
syariah. 
Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama 
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 
yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara 
Tertinggi. Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik 
terletak dikabupeten Gresik terletak disebelah barat laut dari Ibu kota 
Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². 
Beralamat dijalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik yang 
mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan dari 16 kecamatan, dengan luas 
wilayah 1.191,25 Km² dan jumlah penduduk sampai dengan akhir 
tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa (Gresik dalam Angka 2012). 
5. Yuridiksi (kekuasaan mengadili) Pengadilan Agama Gresik 
 
Yuridiksi Pengadilan Agama Gresik meliputi 14 kecamatan, 
di antaranya sebagai berikut: 
No.  Kecamatan No. Kecamatan 
1.  Gresik 8. Cerme 
2.  Kedamen 9. Benjeng 



































3.  Kebomas (radius 1) 10. Ujung pangkah 
4.  Menganti 11. Panceng 
5.  Balongpanggang 12. Driyorejo 
6.  Manyar 13. Dukun 
7.  Sidayu 14. Bungah 
  
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik 
a. Visi adalah bagaimana cara memandang kedepan  di dalam 
merealisasikan amanat sekaligus fungsi dari Pengadilan Agama 
Gresik. Visi Pengadilan Agama Gresik tidak terlepas dari visi 
Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 
“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan 
Agama Gresik yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel 
menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. 
b. Kemudian di dalam merealisasikan visi tersebut pengadilan 
Agama Gresik menerapkan beberapa misi, di antaranya sebagai 
berikut: 
1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama. 
2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan. 
3) kredibel dan transparan. 
4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian 
hukum bagi masyarakat. 
5) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. 



































B. Struktur Keorganisasian Pengadilan Agama Gresik 
Di dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penerima, 
pemeriksa, penimbang, dan pemutus perkara, Pengadilan Agama 
memiliki tupoksi masing-masing disetiap keanggotaannya yang diatur 
dalam PMA RI Nomor 7 Tahun 2015  tentang keorganisasian, kemudian 
untuk masing-masing keanggotaan terdiri dari: 
1. Pimpinan Pengadilan Agama Gresik terdiri dari seorang Ketua dan 
seorang Wakil Ketua. 
2. Hakim terdapat 6 orang. 
3. Panitera dan Sekretaris. 
a) Kepanitraan dibagi di dalam 6 bagian, di antaranya sebagai 
berikut: 
1) Panitra Muda Permohonan. 
2) Panitra Muda Gugatan. 
3) Panitra Muda Hukum. 
4) Panitra Pengganti. 
5) Jurusita Pengganti.  
b) Kesekretariatan dibagi dalam 6 bagian, di antaranya sebagai 
berikut: 
1) Sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana. 
2) Sub bagian perencanaan tehknologi informasi dan 
perencanaan. 
3) Sub bagian umum dan keuangan. 



































4) Pranata komputer. 
5) Arsiparis dan pustakawan. 
6) Bendahara. 
 
C. Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Juru Sita, dan Karyawan 
Honorer 
1. Wakil ketua  
Nama Pangkat Masa Jabatan 
Dr. H. Suhartono, 
S.Ag. S.H, M.H 
Pembina Tingkat 1 2019-sampai sekarang 
 
2. Hakim 
No Nama Pangkat Masa Jabatan 
1.  Drs. Akhmad Baihaqi Penata Tingkat 1 2019- sampai 
sekarang 
2. Drs. AH. Fudloli, M.H Pembina Utama 
Muda  (IV/c) 
2015- sampai 
sekarang 
3. Dr. H. Sofyan Zefri, 
S.Hi,Msi 
Penata (III/c) 2019- sampai 
sekarang 
4. Annys Ahmadi, S.Hi, 
M.H 
Penata Tingkat I 
,  III/d 
2019- sampai 
sekarang 
5. Ismail, S.Ag, M.H.I Penata Tingkat I 
(IIId) 
2019- sekarang 










































Nama Pangkat Masa Jabatan 
Mochamad Ischaq, S.H. Pembina (IV/a) 2015- sampai sekarang 
 
4. Ketua dan Wakil Panitera 
Nama Pangkat Masa Jabatan 
Drs. H. Dulloh, SH., 
M.H. 
Pembina / IV/a 2017- sampai sekarang 
Hj. Nur Hayati, S.H., 
M.H. 
Pembina (IV/a) 2014- sampai sekarang 
 
5. Jurusita 
No Nama Pangkat Masa Jabatan 
1. Muflihuddin 
Mubarok, S.Ag 
Penata Muda Tk. I 2018- sampai sekarang 
2. Rustin Wijayanti, 
A.Md. 
Penata Muda 2011- sampai sekarang 
3. Hj. R. Khairani Pengatur Tk. I 2010- sampai sekarang 
4. Dyah Rahmawati Pengatur Tk. I 2006- sampai sekarang 
 
  




































No. Nama Pangkat 
1. Nur Laily, S.EI Staff Panmud 
Permohonan 
2. Achmad Fauzan Nahar, S.HI. Staff Panmud Gugatan 
3. Syahrullah Hadi Kusuma, S.H. Staff Panmud 
Gugatan  
4. Eka Putri Rahmawati, SHI. Staff Panmud Gugatan 
5. Adhi Kurniawan, S.H., M.H. Staff Panmud 
Gugatan  
6. Rizky Anggara Putra, A.Md. Staff Panmud 
Gugatan  
7. Mohammad Sholeh, S.HI Staff Panmud Hukum  




9. Teguh Wiyanto, S.Kom. Staff Kasubbag 
Kepegawaian, 
Organisasi dan Tata 
Laksana  
10. Zainul Abidin Staff Kasubbag Umum 
dan Keuangan  



































11. Achmad Fathoni Staff Kasubbag Umum 
dan Keuangan   
12. Muh. Fadhil, S.HI Staff Kasubbag Umum 
dan Keuangan   
13. Yahya Hendro S. Staff Kasubbag Umum 
dan Keuangan   
14. Sumariyo Staff Kasubbag Umum 
dan Keuangan   
 
 
D. Deskripsi Terkait Putusan di Pengadilan Agama Gresik 
 
Awal mulanya telah melangsungkan pernikahan antara Supaidi 
(nama samaran) dengan Sumini (nama samaran) bertepatan pada tanggal 
07 Juni 2010 di kantor pencatatan nikah (Kantor Urusan Agama) yang 
terletak di kecamatan Semampir, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, 
yang selanjutnya dikutip di dalam Akta Nikah dengan nomor: 
484/26/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010. 
Selanjutunya selama masa pernikahan antara keduanya Supaidi dan 
Sumini dikaruniai dengan dua anak perempuan yaitu anak I Yuli (nama 
samaran) lahir 17 September 2011, dan anak II Heni (nama samaran) lahir 
26 Nopember 2013. 
Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2018 antara Supaidi 
selanjutnya disebut Penggugat dan Sumini selanjutnya disebut Tergugat 
telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik 



































Nomor: 1567/Pst.G/2018/PA.Gs, tanggal 28 Nopember 2018 dengan 
Akta Cerai Nomor: 1716/AC/2018/PA.Gs tanggal 28 Nopember 2018. 
Setelah terjadi perceraian Supaidi tinggal di rumah orang tuanya 
yang berkediaman di Kabupaten Gresik dan Sumini pulang di rumah 
orang tuanya yang berkediaman di Surabaya. 
Perceraian tersebut di dalam putusannya belum ditentukan 
mengenai yang berhak mendapatkan hak h}ad}a>nah untuk kedua anaknya. 
Di dalam kesehariannya baik sebelum dan sesudah perceraian anak-anak 
hasil pernikahan keduanya lebih dekat dengan Supaidi (Penggugat) dan 
memilih untuk bertempat tinggal bersamanya, bahkan kebutuhan 
kesehariannya Supaidi yang mencukupi karena disini Supaidi memang 
meiliki  penghasilan yang cukup (seorang TNI). 
Namun di dalam kesehariannya Yuli (anak I) tinggal bersama 
Supaidi (Penggugat) dan Heni (anak II) tinggal bersama Sumini 
(Tergugat). Keduanya berpisah antara Yuli dan Heni, karena memang dari 
awal perceraian, Yuli bersama ayahnya yaitu Supaidi dan Heni bersama 
dengan ibunya yaitu Sumini. 
Supaidi selaku ayah, ia juga sering menyempatkan untuk 
berkunjung atau menjenguk anak keduanya (Heni) yang tinggal bersama 
dengan ibunya, namun ibunya tersebut menghalangi Supaidi sehingga ia 
tidak dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah. 
Kemudian juga telah dilakukan upaya pendekatan baik dari 
Penggugat dan keluarganya ke pihak Tergugat agar anak keduanya 



































diserahkan kepada pihak Penggugat, dengan alasan anak akan lebih 
nyaman tinggal bersama ayahnya, karena kalau hidup dengan ayahnya 
kebutuahan sehari-hari akan lebih terpenuhi, namun pihak Tergugat tidak 
menghiraukan hal tersebut. 
Dan Sumini setelah putusan perceraian tidak mencukupi kebutuhan 
dari anak-anaknya juga pernah melakukan kekerasan terhadap anak-
anaknya, ditambah lagi Sumini sering pergi dari rumah meninggalkan 
anak-anaknya dan tidak diketahui kemana ia pergi.  
Dengan melihat kondisi Sumini seperti itu, Supaidi takut terhadap 
tumbuh kembang anak-anaknya, mengingat anak-anak seusianya sangat 
membutuhkan perhatian dan juga perawatan yang lebih demi masa 
depannya. 
Sehingga pada tanggal 12 Desember 2018 ia mengajukan 
gugatannya dan mendaftarkan di Pengadilan Agama Gresik dengan 
gugatan agar menetapkan kedua anaknya berada dalam asuhannya 
menurut putusan hukum.  
 
E. Latar Belakang Pengadilan Agama Gresik Memberikan Hak H}ad}a>nah  
Anak Belum Mumayyiz Kepada Suami 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik memutuskan perkara 
tentang hak h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz kepada suami di dalam 
putusan nomor 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs. menggunakan dasar atau hukum 
yang berlaku di Indonesia. 



































Di dalam Persidangan tersebut telah terjadi Replik dan Duplik dari 
pihak Penggugat dan Tergugat. Kemudian Hakim juga telah mendapatkan 
keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga dari situ 
Hakim dapat mengambil kesimpulan. 
Juga untuk memperkuat putusannya tersebut, Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Gresik memiliki alasan-alasan sebagai berikut:  
1. Objek utama di dalam pemeriksaan adalah kepentingan si anak. 
Majelis Hakim juga memahami kuatnya ikatan emosional antara 
anak dengan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), namun 
kembali lagi yang menjadi fokus dari Majelis Hakim disini adalah 
kepentingan emosial anak lebih diutamakan dari pada kepentingan 
emosional orang tuanya, sehingga mengumpulkan dua anak 
bersaudara merupakan hal yang terbaik yang perlu diutamakan demi 
kepentingan si anak secara emosional, sebab dengan berkumpulnya 
kakak beradik dalam pengasuhan akan memberikan kenyamanan 
dan ketentraman hati, serta selisih antara keduanya hanya berjarak 
2 tahun, sehingga dikategorikan sebaya dalam hal bermain dan 
belajar demi kebaikan masa depannya.  Memang di dalam hukum 
normatif terdapat ketentuan tersebut, hal ini memang contra legem 
(menyimpangi ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam). Tetapi 
di dalam fakta di persidangan bahwasannnya anak tersebut dengan 
pertimbangan Majelis Hakim akan lebih pas bersama dengan si 
kakak yang sebelumnya sudah diasuh oleh ayahnya, karena 2 



































bersaudara kalau menjadi rebutan berdampak tidak baik terhadap 
psikis dan kejiwaannya.3  
2. Selain itu juga agar tidak berpisah, yaitu dengan menyatukan 
keduanya di dalam satu asuhan. Mengingat anak merupakan 
amanah yang harus dipelihara baik secara fisik maupun mental 
(psikis), serta kecerdasannya, seperti yang terkandung di dalam 
Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974, serta Majelis Hakim di 
dalam perkara ini yang menjadi fokus adalah mengenai kepentingan 
si anak (kemaslahatan) sehingga tumbuh kembang anak secara fisik 
maupun psikis mendapatkan jaminan, seperti yang dijelaskan Pasal 
3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai jaminan untuk 
seorang anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, berpartsipasi, 
mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi dan kekerasan 
demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, berkhalak mulia, dan 
sejahtera. Majelis Hakim juga bersepakat bahwa memisahkan 
antara saudara kandung akan lebih menimbulkan banyak mudarat 
terhadap pertumbuhan, perkembangan psikis dan kejiwaan anak, 
sehingga menyatukannya adalah keputusan yang terbaik.4 
3. Anak tersebut kalau bersama dengan kakak akan lebih nyaman, 
karena sama-sama perempuan, bisa menjadi teman bisa saling 
melindungi, dan tumbuh kembangnya kan menjadi lebih baik kalau 
 
3  Sofyan Zefri, Wawancara, Gresik, 6 Maret 2020,. 
4  Ibid. 
 



































tinggal bersama dengan anak pertama dan ayahnya. Majelis Hakim 
di dalam mempertimbangkan perkara melihat hal-hal lain yang 
menjadi pokok dan menilai kualitas dari salah satu pihak karena 
pihak yang menjadi pengasuh akan dilihat terlebih dahulu dari segi 
ekonomi, tingkah laku, dan ternyata ibunya tersebut bekerja di 
warung kopi orang tuanya, menilai juga dari sisi keagamaan si anak 
apabila bersama dengan ibunya. Dan meskipun si ayah sebagai TNI 
angkatan laut, setiap hari dirumahnya terdapat orang tua dari pihak 
suami, dan di dalam persidangan suami tersebut lebih santun dari 
pada istrinya tersebut yang teriak-teriak.5 Sehingga di dalam kontek 
fiqih dapat dikaji dari segi syarat-syarat h}ad}a>nah nya. Dan ketika 
ibunya tersebut menikah lagi dengan orang lain dapat dikaji ulang, 
apakah suami barunya mengizinkan atau tidak, jangan-jangan suami 
barunya tidak mengizinkan dan harus dikembalikan lagi ke anak. 
Mengenai pertimbangan yang contra legem dengan pasal diatas, 
perlu diketahui dalam pertimbangan putusan perlu 
mempertimbangkan dari segi filosofis, sosiologis, dan juga 
pertimbangan psikologis. 
4. Kemudian mengenai hadis tentang “memisahkan seorang anak 
dengan ibunya maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan 
kekasihnya di akhirat nanti”. Mengenai hadis tersebut, Majelis 
 
5  Ibid. 
 



































Hakim berpendapat, itu terdapat indikasi kuat adanya sifat zalim. 
Jika memahami kata-kata “memisahkan”, dalam hadis diatas, itu 
ada unsur-unsur lain, tidak semata-mata mengambil anak terbut dari 
ibunya, artinya memang hadist tersebut sahih, tapi perlu 
pertimbangan-pertimbangan khusus, artinya tidak diambil secara 
zalim atau paksa, seperti diculik. Selanjutnya kembali lagi bahwa 
Pengadilan Agama memiliki kewenangan menjadi penyelesai dalam 
menangani persoalan, khususnya dalam persolan ini agar masing-
masing anak dan orang tua mendapat jaminan, dengan begitu 
Majelis Hakim dapat menyimpangi hadis tersebut dengan alasan 
melihat sisi yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak.6 
Perlu menjadi catatan bahwa yang mendapatkan hak asuh 
harus membuka akses orang tua lainnya untuk menjenguk dan lain-
lain, kalaupun kemudian hari yang mendapatkan hak asuh anak 
tersebut menghalang-halangi orang tua lainnya untuk menjenguk 
dan lain-lain, maka Majelis Hakim dapat menarik kembali hak asuh 
yang telah diberikan. Kontek hadist tersebut tepat, tapi perlu 
mengkaji lebih dalam, tentang unsur pengambilan seperti apa, 
apakah secara zalim atau secara baik-baik. Kalau jelas-jelas ada 
unsur-unsur untuk kepentingan si anak, maka hal ini tidak bisa 
disama ratakan dengan hadist tersebut. 
 
6  Ah. Fudholi, Wawancara, Gresik, 6 Maret 2020,. 
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5. Kemudian terkait dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, 
Majelis Hakim berpendapat, jadi hal tersebut menjadi dasar di 
dalam penentuan hak asuh anak, artinya anak yang usianya dibawah 
12 tahun, belum mumayyiz menjadi hak ibu, namun apabila telah 
berusia 12 tahun ke atas anak tersebut dapat memilih ikut ayah atau 
ibu. Terkait dengan biaya anak itu tetap menjadi tanggungan ayah. 
Memang di dalam konsep perwalian tersebut terdapat pembagian-
pembagian yang jelas, terutama terkait nafkah itu menjadi 
kewajiban si ayah. 
6. Di dalam Pasal 156 KHI, akibat putusnya perkawinan, anak yang 
belum mumayyiz mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya, kecuali ibu 
meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh: 
a. Wanita dari garis lurus Ibu. 
b. Ayah. 
c. Wanita dalam garis luru keatas ayah. 
d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 
e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ibu. 
f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ayah. 
Mengenai pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, pasal 
tersebut adalah tartib (susunan perwalian) artinya apabila ayah 
tersebut ada maka ayah yang lebih memilki hak dari pada yang 



































lainnya, ayah dari sisi biologis itu lebih dekat, dibandung dengan 
saudara-saudara lainnya. Jadi kalau ayah kondisinya tidak cakap 
bisa digantikan dengan yang lain.7 Jadi konteknya berbeda, dan 
perlu ditekankan bahwasannya di dalam hal pengasuhan yang 
menjadi pertimbangan adalah kepentingan si anak bukan 
kepentingan dari orang tua. 
Juga perlu di ingat bahwa pasal 156 tersebut konteknya kalau 
tidak ada perselisahan di dalam pengasuhan, apabila terdapat 
perselisihan Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang 
sekiranya berdampak pada maslahat anak.  
7. Kemudian di dalam putusan terdapat pertimbangan psikis dan 
kejiwaan anak, hal tersebut dalam ilmu psikolog terdapat 
pembahasan mengenai sibling revalry dan sibling relationship.  
Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, 
pertimbangan psikis dan kejiwaan ternyata tidak sampai pada hal 
tersebut, di dalam putusan tersebut fokusnya lebih ke kenyamanan 
dari anak tersebut, sehingga konsep yang dikembangkan adalah 
keamanan dan kenyamanan anak tersebut. karena tidak semua adik 
kakak itu seperti itu, saingan dan lain-lain, bahkan bisa jadi 
persaingan justru menjadi dampak yang baik dalam berprestasi 
keduanya.  
 
7 Sofyan Zefri, Wawancara, Gresik, 6 Maret 2020,. 
 



































8. Kemudian mengenai psikis dan kejiwaan dengan hukum Islam 
yaitu tentang h}ad}a>nah , Majelis Hakim kembali lagi berpendapat 
bahwa h}ad}a>nah  adalah untuk kepentingan si anak, fokusnya untuk 
kepentingan si anak. Baik dari segi agama anak, pendidikan, 
kebutuhan hidup, dan lain-lain. Majelis Hakim juga berpendapat 
pada dasarnya anak yang terdapat di dalam perceraian orang 
tuanya tersebut memiliki dampak psikologi, tetapi kita 
mengambil dampak yang paling kecil. Terlebih dalam faktanya 
seorang anak perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya, karena 
dalam pemecahan masalah, seorang laki-laki itu bertindak secara 








































F. Implikasi Hukum Perihal H}ad}a>nah  diberikan Kepada Suami dengan 
Pertimbangan Psikis dan Kejiwaan di Pengadilan Agama Gresik 
Hakim Pengadilan Agama Gresik memberikan alasan mengenai 
hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada suami dengan 
pertimbingan psikis dan kejiwaan  di dalam putusan nomor 
2180/Pdt.G/2018/PA.Gs : 
1. Alasan utama Majelis Hakim di dalam pemeriksaan adalah 
kepentingan si anak, kemampuan dari ayah dan ibunya. Memang 
di dalam hukum normatif terdapat ketentuan tentang hak asuh 
anak belum mumayyiz menjadi hak ibu, hal ini memang contra 
legem (menyimpangi ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam 
pasal 105), tetapi dalam fakta di persidangan bahwasannnya anak 
tersebut dengan pertimbangan Majelis Hakim akan lebih baik 
bersama dengan si kakak yang sebelumnya sudah diasuh oleh 
ayahnya, karena 2 bersaudara kalau menjadi rebutan berdampak 
tidak baik terhadap psikis dan kejiwaannya. Selain itu juga agar 
tidak berpisah antara saudara kandung, yaitu dengan menyatukan 
keduanya dalam satu asuhan. 
2. Majelis Hakim memutus perkara h}ad}a>nah  anak belum mumayyiz 
kepada Suami dengan alasan melihat sisi yang lebih baik untuk 
tumbuh kembang anak. Karena Majelis Hakim menganggap 
bahwa apabila anak-anak tersebut hidup bersama ayah, maka 
kehidupannya akan lebih terjamin. 



































3. Putusan tersebut fokusnya lebih ke kenyamanan dari anak 
tersebut, sehingga konsep yang dikembangkan adalah keamanan 
dan kenyamanan anak tersebut. 
 
G. Landasan Hukum Majelis Hakim 
Landasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten 
Gresik di dalam Putusan Nomor 2180Pdt.G/2018/PA.Gs. tentang 
pemberian hak asuh anak (h}ad}a>nah) belum mumayyiz  yang hak asuhnya 
diberikan kepada suami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik 
menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
1. Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa pemeliharaan anak 
(h}ad}a>nah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik 
anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan 
yang terkandung di dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam. 
2. Kemudian menimbang bahwa anak merupakan amanah yang harus 
dipelihara secara fisik maupun mental (psikis), serta 
kecerdasannya merupakan tanggung jawab orang tuanya, sesuai 
dengan pasal 45 Undang-undang no. 1 tahun 1974. 
3. Menimbang apabila terjadi perselisihan di dalam kasus 
pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berhak memberikan 
keputusan yang semata-mata untuk kemaslahatan bagi masa 
depan seorang anak, bukan karena pertimbangan kepentingan 
orang tua atau pihak lain, sehingga dengan pertimbangan tersebut 



































hak-hak seorang anak untuk tumbuh kembang baik secara fisik 
maupun psikis mendapatkan jaminan, seperti yang dimaksudkan 
di dalam pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002. 
4. Menimbang Majelis Hakim tidak menggunakan pasal 105 huruf 
(a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, terkait anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, 
dengan pertimbangan bahwa anak pertama sejak perceraian 
hingga perkara diputus tetap berada dan tinggal bersama dengan 
Penggugat. Sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan 
tergugat. 
5. Menimbang sebagaimana pasal 13 ayat (1) Undang-undang nomor 
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan di hubungkan 
dengan pemeliharaan anak pertama yang bersama dengan 
penggugat, dan anak kedua dalam asuhan tergugat berdasarkan 
dengan fakta hukum dan pembuktian masing-masing pihak 
ternyata tidak ditemukan sikap atau tindakan diskriminasi kepada 
anak. 
6. Menimbang bahwa Majelis Hakim memahami kuatnya ikatan 
emosional di antara orang tua dan anak-anaknya. Namun Majelis 
Hakim menekankan dan fokus kepada emosional anak daripada 
emosional orang tua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 
mengumpulkan kedua anak yang bersaudara di dalam satu asuhan 
merupakan hal yang terbaik untuk anak, sehingga memberikan 



































ketentraman hati, terlebih usia keduanya tidak terpaut jauh, 
sehingga dikatakan sebagai sebaya. 
7. Menimbang bahwa Majelis Hakim bersepakat dengan 
memisahkan kakak dan adik kandung akan menimbulkan lebih 
banyak mudarat terhadap tumbuh kembang psikis dan kejiwaan 
anak tersebut, sehingga menyatukan adalah keputusan yang 
terbaik. 
8. Menimbang bahwa jawaban tergugat tidak keberatan anak diasuh 
oleh penggugat, selanjutnya tergugat dalam jawabannya 
mengakatan terserah kepada anak. 
9. Menimbang bahwa Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan 
keterangan saksi-saksi, bahwa penggugat adalah suami yang layak 
memelihara anak. 
10. Menimbang berdasakan fakta di atas juga dihubungkan dengan 
prinsip-prinsip dasar tentang hak h}ad}a>nah  atas anak penggugat 
dan tergugat yang bernama anak 1 (sebelumnya tinggal bersama 
dengan ayah) dan anak 2  (sebelumnya tinggal bersama dengan 
ibunya) ditetapkan kepada penggugat berdasakan hukum, 
karenanya petitum angka 2 gugatan penggugat patut dikabulkan. 
11. Menimbang meskipun hak asuh anak diberikan kepada penggugat, 
tetapi nantinya agar pihak tergugat diberikan akses seluas-luasnya 
dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-
anaknya. 




































ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 2180/Pdt. G/2018/PA. Gs TENTANG 
PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA SUAMI 
DENGAN PERTIMBANGAN PSIKIS DAN KEJIWAAN ANAK DI 
PENGADILAN AGAMA GRESIK 
 
A. Pertimbangan Majelis Hakim Memberikan Putusan Hak Asuh Anak 
Belum Mumayyiz Kepada Pihak Suami Dalam Nomor Perkara 2180/Pdt. 
G/2018/PA. Gs. 
Pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada bab 3, telah dibahas 
mengenai putusan oleh Pengadilan Agama Gresik terkait dengan 
pemberian hak asuh anak belum mumayyiz dengan pertimbangan psikis 
dan kejiwaan kepada suami (Ayah). 
Di dalam pembahasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Gresik memberikan alasan terkait dengan h}ad}a>nah  (hak asuh anak) belum 
mumayyiz yang seharusnya menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, 
anak yang belum mumayyiz hak asuhnya berada dalam asuhan ibunya. 
Tetapi dalam putusan tersebut malah sebaliknya hak asuhnya diberikan 
kepada ayah (suami). Mengenai dasar hukum disini yaitu: 
1. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan Anak. 



































2. Anak merupakan amanah yang harus dipelihara baik secara fisik 
maupun mental (psikis), serta kecerdasannya, seperti yang 
terkandung dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974. 
3. Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai jaminan 
untuk seorang Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, 
berpartsipasi, mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi 
dan kekerasan demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, 
berkhalak mulia, dan sejahtera. 
4. Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam. 
Pemeliharaan anak h}ad}a>nah  adalah kegiatan mengasuh, 
memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri 
sendiri. 
Mengenai alasan yang digunakan Majelis Hakim yaitu fokus pada 
kepentingan emosial anak lebih diutamakan dari pada kepentingan 
emosional orang tuanya, sehingga mengumpulkan dua anak bersaudara 
merupakan hal yang terbaik, yang perlu diutamakan demi kepentingan si 
anak secara emosional, sebab dengan berkumpulnya kakak beradik dalam 
satu pengasuhan akan memberikan kenyamanan dan ketentraman hati, 
serta selisih antara keduanya hanya berjarak 2 tahun, sehingga 
dikategorikan sebaya dalam hal bermain dan belajar demi kebaikan masa 
depannya, kemudian Majelis Hakim bersepakat apabila memisahkan 
kakak beradik kandung, akan menimbulkan madarat terhadap 



































pertumbuhan dan perkembangan psikis dan kejiwaan si anak, sehingga 
menyatukan keduanya merupakan keputusan yang terbaik. 
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberikan Putusan Hak Asuh Anak 
Belum Mumayyiz Kepada Pihak Suami Dalam Nomor Perkara 2180/ 
Pdt. G/ 2018/ PA. Gs. 
Dari alasan Majelis Hakim dalam putusan nomor 2180/Pdt. 
G/2018/PA. Gs., dapat diketahui bahwa sangat berhati-hatinya di dalam 
memutus suatu perkara tentang hak asuh anak, karena memang kalau 
berbicara terkait dengan hak asuh anak hal ini berbeda dengan kasus 
lainnya. 
Di dalam putusan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap 
anak, karena putusan menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak 
pengasuhan terhadap anak tersebut.  
Mengingat di dalam hal pengasuhan menjadi kewajiban orang tua, 
seperti di dalam surat At-Tahrim ayat 6: 




  داَدِش  َّلَ  َنوُصۡعَـي  َنوُرَمۡؤُـي اَم َنوُلَعۡفَـيَو ۡمُهَرََمأ ٓاَم ََّللَّٱ٦  
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 1 
 
 
1  Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001), 176. 



































Dan juga terdapat hadis terkait dengan ibu lebih memiliki hak 
mengasuh anak belum mumayyiz daripada ayah setelah terjadi perceraian: 
 َز وَ  لۡا ِنِ عَـي وٍّر  مَع بَِأ  نَع ُدِيلَو لا اَنَـث َّدَح ُّيِمَلُّسلا 
ٍّدِلاَخ ُن ب ُدوُم َمُ اَنَـث َّدَح ِنَِث َّدَح َّيِعا
 َِبأ  نَع ٍّب يَعُش ُن ب وُر  مَع  نَع ِهي  َِّللَّا َلوُسَر َيَ  تَلَاق  َةَأر ما َّنَأ وٍّر  مَع ِن ب َِّللَّا ِد بَع ِه  ِدَج
 ِنِ با َّنِإ  َناَك اَذَه   ءاَوِح ُهَل ِير  جِحَو  ءاَقِس ُهَل يِي  َدثَو  ءاَعِو ُهَل ِنِ َطب  ِنَِقََّلط ُهَبَأ َّنِإَو
  نَأ َدَاَرأَو  َلَ اَم ِِهب ُّقَحَأ ِت َنأ َمَّلَسَو ِه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َاَلَ َلاَقَـف  ِنِِم ُهَِعزَت  ـنَـي
 يِحِك نَـت 
 
Artinya:“Ya Rasululah bahwasannya anakku ini perutkulah yang 
mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air 
susukulah minumannya. Bapaknya mau mengambil dariku, maka 
Rasulullah bersabda; “engkaulah yang lebih berhak untuk 
memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki 
lain.”2 
 
 ِعَ سِإ ُن ب ُميِهاَر ـبِإ َنََأَب ـَنأ ىَسوُم ُن ب َِّللَّا ُد يَـبُع اَنَـثَّدَح ٍّجاَّيَه ِن ب َرَمُع ُن ب ُدَّمَُمُ اَنَـث َّدَح َلي
 َلَاق ىَسوُم بَِأ  نَع َةَد رُـب بَِأ  نَع َنَار  مِع ِن ب ِقيَِلط  نَع ِه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َنَعَل
 َمَّلَسَو َوَو ِةَدِلاَو لا َ  ينَب َقَّرَـف  نَم  َ  ينَبَو اَهِدَل يِخَأ َ  ينَبَو ِخَ  لۡاه  
 
       Atinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Umar          
bin Hayyaj berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah 
bin Musa berkata, telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin 
Isma'il dari Thaliq bin Imran dari Abu Burdah dari Abu Musa ia 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang 









2   Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’at Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi 
Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-ilmiyah, 2005), cet. ke-11, 293-294. 
3   Abd. Abi Muh. Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah... 295 



































Hadis-hadis di atas memberikan penjelasan terkait dengan Islam 
mewajibakan kedua orang tua untuk mengasuh anak setelah terjadinya 
perceraian. Kemudian juga terdapat penjelasan terkait dengan siapa 
yang memiliki hak di dalam pengasuhan ketika seorang anak usianya 
belum tergolong sebagai anak yang mumayyiz, yaitu menjadi hak 
seorang ibu. 
Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu putusan 
dengan nomor 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs. yang memberikan hak 
pengasuhan anak belum mumayyiz kepada ayah (suami), maka hal ini 
bertentangan dengan hadis-hadis yang disebutkan diatas, ditambah lagi 
dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 156 Kompilasi 
Hukum Islam.  
Tetapi di dalam membahas h}ad}a>nah , maka tidak terlepas dengan 
hadis-hadis yang di dalamnya Nabi Muhammad memperlihatkan bahwa 
Islam  sangat melindungi dan mendahulukan kepentingan anak, seperti 
hadis: 
  ىأ( تَِلََص ِفِ ُزَّوَـتَاف  ِب صلا امكب ُعَ سَاف اَمُهَـتلَاطِا ُد ِيُرأ َنَاَو ِةَلََّصلا ِفِ ُلُخ دلۡ  ِ نِّا
 َل َعأ اَّمِ )ُرِصَت  حَأ َكَب  نِم ِه ِمأ ِد وُجِو  نشم ُم ِهىِءا  
     Artinya: “Sesungguhnya. ketika aku melahirkan shalat (menjadi 
imam) dan aku bermaksud untuk memanjangkan bacaannya, tiba-
tiba aku mendengar tangisan anak kecil. Maka aku segera 
memperpendek (bacaan) salatku. Karena aku memahami perasaan 
ibunya (yang menjadi makmum) yang terganggu oleh tangisannya”. 
 
Dengan begitu dapat dipahami selain Islam memberikan hukum 
wajib terkait dengan h}ad}a>nah  kepada ibu ketika anak tersebut belum 



































mumayyiz, Islam juga memberikan perlindungan dan mendahulukan 
kepentingan seorang anak demi kemaslahatan atau masa depan anak.   
Melihat persoalan tersebut, antara hak seorang anak untuk 
mendapatkan pengasuhan yang terbaik (sesuai hadis nabi yang 
memperlihatkan mengedepankan kepentingan anak) daripada hak 
seorang ibu untuk mengasuh anak ketika belum mumayyiz, maka di 
dalam konsep h}ad}a>nah  didahulukan kepentingan anak (semata-mata 
demi kemaslahatan atau kebaikan masa depan anak).  
Ditambah lagi dengan penjelasan Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Gresik yang memberikan keterangan bahwa Majelis Hakim 
memahami kuatnya ikatan emosional antara anak dengan orang tuanya 
(Penggugat dan Tergugat), namun kembali lagi yang menjadi fokus dari 
Majelis Hakim disini adalah kepentingan emosial anak lebih diutamakan 
dari pada kepentingan emosional orang tuanya, sehingga 
mengumpulkan dua anak bersaudara merupakan hal yang terbaik yang 
perlu diutamakan demi kepentingan si anak secara emosional sebab 
dengan berkumpulnya kakak beradik dalam pengasuhan akan 
memberikan kenyamanan dan ketentraman hati, serta selisih antara 
keduanya hanya berjarak 2 tahun, sehingga dikategorikan sebaya dalam 
hal bermain dan belajar demi kebaikan masa depannya. Dalam kaitannya 
dengan menyatukan dua anak saudara kandung dalam hal pengasuhan, 
ini menjadi penting mengingat hak asuh adalah hak anak, bukan orang 



































tua, juga sesuai dengan salah satu prinsip perlindungan anak, bahwa 
kepentingan anak harus diutamakan.4 
Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa anak 
kedua yang sebelumnya bersama dengan ibunya, akan lebih pas bersama 
dengan si kakak yang sebelumnya sudah diasuh oleh Ayahnya, karena 
dua bersaudara kalau menjadi rebutan berdampak tidak baik terhadap 
psikis dan kejiwaannya.5  
Selain itu juga agar tidak berpisah, yaitu dengan menyatukan 
keduanya dalam satu asuhan. Mengingat anak merupakan amanah yang 
harus dipelihara baik secara fisik maupun mental (psikis), serta 
kecerdasannya, seperti yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-undang 
No. 1 tahun 1974, serta Majelis Hakim dalam perkara ini yang menjadi 
fokus adalah mengenai kepentingan si Anak (kemaslahatan) sehingga 
tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis mendapatkan 
jaminan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 
Tahun 2002 mengenai jaminan untuk seorang Anak agar dapat hidup, 
tumbuh kembang, berpartsipasi, mendapatkan perlindungan dari segala 
diskriminasi dan kekerasan demi terwujudnya Indonesia yang 
berkualitas, berkhalak mulia, dan sejahtera. Majelis Hakim juga 
bersepakat bahwa memisahkan antara saudara kandung akan lebih 
menimbulkan banyak madarat terhadap pertumbuhan, perkembangan 
 
4   Ibnu anshori, Perlindungan Anak Dalam Islam, (Komisi Perlindungan anak Indonesia, Jakarta, 
2006), 28. 
5  Sofyan Zefri, Wawancara, Gresik, 6 Maret 2020,. 



































psikis dan kejiwaan anak, sehingga menyatukannya adalah keputusan 
yang terbaik.6 
Kemudian jika dikaitkan dengan putusan oleh Pengadilan Agama 
Gresik dalam Putusan No. 2180/Pdt. G/2018/PA. Gs yang menetapan 
hak asuh anak belum mumayyiz kepada suami dengan pertimbangan 
psikis dan kejiwaan anak, yang di dalam putusan tersebut menggunakan 
Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 13 ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pasal 3 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai jaminan untuk seorang 
Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, berpartsipasi, mendapatkan 
perlindungan dari segala diskriminasi dan kekerasan demi terwujudnya 
Indonesia yang berkualitas, berkhalak mulia, dan sejahtera. Pasal 1 huruf 
g Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak h}ad}a>nah adalah 
kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau 
mampu berdiri sendiri. Dan Majelis Hakim bersepakat bahwa 
memisahkan antara saudara kandung akan lebih menimbulkan banyak 
madarat terhadap pertumbuhan, perkembangan psikis dan kejiwaan 
anak, sehingga menyatukannya adalah keputusan yang terbaik.7 
Dengan begitu sudah sangat jelas bahwa putusan majelis hakim 
Pengadilan Agama Gresik dalam nomor Putusan 2180/Pdt. G/2018/PA. 
 
6  ibid. 
7  Sofyan Zefri, Wawancara, Gresik, 6 Maret 2020,. 



































Gs hal ini sudah tepat, dalam artian putusan tersebut sudah sesuai 
dengan hadis Nabi: 
 ُِرأ َنَاَو ِةَلََّصلا ِفِ ُلُخ دلۡ  ِ نِّا  ىأ( تَِلََص ِفِ ُزَّوَـتَاف  ِب صلا امكب ُعَ سَاف اَمُهَـتلَاطِا ُد ي
 ِ مأ ِد وُجِو  نشم ُمَل َعأ اَّمِ )ُرِصَت  حَأ ِهىِءاَكَب  نِم ِه  
    Artinya: “Sesungguhnya. ketika aku melahirkan shalat (menjadi 
imam) dan aku bermaksud untuk memanjangkan bacaannya, 
tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil. Maka aku segera 
memperpendek (bacaan) shalatku. Karena aku memahami 
perasaan ibunya (yang menjadi makmum) yang terganggu oleh 
tangisannya”. 
 
Juga sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 45 
Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Undang-undang No. 23 
Tahun 2002, yang intinya semata-mata keputusan tersebut bertujuan 
memberikan dampak kemaslahatan bagi masa depan anak, yaitu 
menyatukan keduanya dalam satu asuhan ayah agar keduanya dapat 
saling mendukung, memotivasi setelah terjadinya perpisahan kedua 
orang tuanya, karena perpisahan tersebut juga sudah pasti memiliki 
dampak psikis dan kejiwaan terhadap anak, kemudian agar tidak 
menjadi lebih parah, di dalam putusan mengenai pengasuhan, Majelis 
Hakim menyatukan anak tersebut dengan saudaranya kepada asuhan 
pihak Ayah (Suami). 
 Mengenai terkait dengan hadis yang menyatakan bahwa 
memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah SWT akan memisahkan 
dengan kekasihnya di akhirat, sesuai dengan pendapat Majelis Hakim, 







































8     Ibid. 






































Di dalam bab v merupakan akhir pembahasan penulisan dari apa 
yang dipaparkan di dalam skripsi ini, sehingga kami selaku penulis 
memberikan kesimpulan: 
1. Majelis Hakim di dalam memberikan putusan perkara tersebut 
dengan menggunakan pertimbangan memisahkan dua anak 
bersaudara akan berdampak pada psikis dan kejiwaan anak, hal ini 
menyangkut kepentingan anak, sehingga sesuai dengan tujuan dari 
pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 3 Undang-undang 
no. 23 tahun 2002, pasal 13 ayat (1) Undang-undang no. 23 Tahun 
2002 tentang perlindungan Anak, dan Pasal 1 huruf g Kompilasi 
Hukum Islam.  
2. Sesuai dengan Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz menjadi 
hak dari istri, tetapi melihat dalam putusan perkara 2180/Pdt. 
G/2018/PA. Gs yang menetapkan hak asuh anak kepada suami 
secara sekilas hal ini contra legem (bertentangan) dengan hukum 
positif yang ada (pasal 105 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi 
melihat pasal 45 Undang-undang no. 1 tahun 1974, pasal 3 Undang-
undang no. 23 Tahun 2002, pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam 
tentang pemeliharaan anak h}ad}a>nah  dan Hadis:



































  ِب صلا امكب ُعَ سَاف اَمُهَـتلَاطِا ُد ِيُرأ َنَاَو ِةَلََّصلا ِفِ ُلُخ دلۡ  ِ نِّا  ىأ( تَِلََص ِفِ ُزَّوَـتَاف
 ِهىِءاَكَب  نِم ِه ِمأ ِد وُجِو  نشم ُمَل َعأ اَّمِ )ُرِصَت  حَأ 
      Artinya: “Sesungguhnya. ketika aku melahirkan shalat 
(menjadi imam) dan aku bermaksud untuk memanjangkan 
bacaannya, tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil. 
Maka aku segera memperpendek (bacaan) shalatku. Karena 
aku memahami perasaan ibunya (yang menjadi makmum) 
yang terganggu oleh tangisannya”. 
 
Penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
Islam sangat mementingkan kepentingan anak. Dengan begitu 
putusan putusan perkara 2180/Pdt. G/2018/PA. Gs yang 
menetapkan hak asuh anak kepada suami dengan pertimbangan 
psikis dan kejiwaan hal ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi 
tujuan hadis diatas yaitu mengedepankan kepentingan anak. 
Mengenai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ini hanya menjadi 
pilihan ketika dalam keadaan jika menerapkan pasal tersebut akan 
berdampak baik kepada anak, tetapi dalam kasus ini ternyata lebih 
baik menggunakan Undang-undang perlindungan anak . 
 
B. Saran 
Perkara hak asuh anak adalah salah satu perkara yang butuh kehati-
hatian di dalam memberikan putusan, karena hal ini mempengaruhi masa 
depan anak. Oleh karenanya diharapkan Majelis Hakim harus jeli di dalam 
mempertimbangan, dan memilih pasal yang tepat, sehingga dapat 
memberikan keputusan yang berdampak baik bagi anak, sesuai dengan 
konsep di dalam h}ad}a>nah  yaitu semata-mata demi kepentingan anak. 
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